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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ix 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ   Kasrah I i 
  َ   Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
xi 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فطلأا ةضوزلا  Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
RIZKY YUANA NOVITASARI, NIM: 152131074 “TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN KARENA OVERMACHT DALAM KONTEKS KUHP 
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.  
 Pembunuhan diartikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk 
menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak 
melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai macam 
motif tertentu, misalnya karena kecemburuan, politik, dendam, membela diri dan 
lain sebagainya.pembunuhan dalam hukum Islam disebut Ikrah dan Dharurah. 
 Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 
bagaimana dasar hukum overmacht di dalam hukum pidana Islam dan bagaimana 
penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena overmacht dalam 
konteks KUHP dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dasar hukum overmacht dalam tindak pidana pembunuhan menurut 
hukum Islam dan mengetahui bagaimana penerapan dari penjatuhan sanksi 
menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. 
 Untuk menjawab penelitian tersebut maka dilakukan sebuah penelitian 
dengan jenis penelitian normatif dengan tehnik pengumpulan data dengan 
menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yang bersumber dari data 
primer dan sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian 
lainnya yang relavan. 
 Kesimpulan ahkir dari skripsi ini yaitu menurut KUHP sudah jelas yaitu 
terjerat dalam pasal 48 KUHP yang pada intinya tidak dapat dipidana karena 
oveermacht itu dapat menghapuskan hukumuman dengan adanya alasan pmbenar 
dan pemaaf. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana overmacht berlaku dapat menghapuskan hukuman kecuali dalam hal 
pembunuhan yaitu tidak dapat menghapuskan hukuman. 
 
 
Kata kunci: pembunuhan, overmacht, sanksi. 
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ABSTRAK 
 
RIZKY YUANA NOVITASARI, NIM: 15.21.3.1.074 “CRIMINAL ACTS OF 
KILLING BECAUSE OF OVERMACHT IN THE CONTEXT OF THE 
KUHP ISLAMIC CRIMINAL LAW PERSEPCTIVE”.  
Murder is defined as an act of someone to take someone’s life by breaking 
te law or not breaking the law. Murder is usually motivated by a varicty of certain 
killings in Islamic law are celled Ikrah and Dharurah. 
The issues that will be discussed in this thesis are how the legal basis for 
overmacht in Islamic criminal law and how the application of sanctions for 
perpetrators of murder due to overmacht in the context of the criminal code and 
Islamic criminal law. This study aims to determine the legal basis for overmacht 
in the crime of murder according to Islamic law and find out how the application 
of sanctions according to positive law and Islamic criminal law. 
To answer this research, a type of normative research was conducted with 
data collection techni ques using library research, which are sourced from primary 
and secondary data obtained from libraries and various other relevant descriptions. 
The conclusions from this thesis is that according to the criminal code it is 
dear that is clear that is entangled in article 48 of the criminal code which in 
essence can not be connicted because overmacht can a bolish the law on the 
grauds of for giveness and forgiveness. Whereas in Islamic criminal law. Criminal 
sanctions against overmacht offenders apply abolition of punishment except in the 
case of murder, ce cannot abolish the sentence. 
 
 
Keywords: murder, overmacht, sanctions. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah sebagai suatu negara hukum, pengadilan adalah suatu 
badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari 
keadilan.Dan oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian 
suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.1 
Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam 
instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara. Aturan tersebut 
tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi pedoman 
dalam penyelesaian perkara pidana. Namun sayangnya, hukum formil tersebut 
dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi para penegak 
hukum. Beberapa kasus pidana seperti pembunuhan dan kejahatan lain yang 
diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun 
masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektifitas 
proses pemidanaan di Indonesia dalam mengatasi kejahatan dimasyarakat.2 
                                                           
1Schaffmeister dan Keijzer, “Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 43. 
2Ali Sodiqin,“Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum 
Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, JurnalIlmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 49 Nomor I, 
2015, hlm. 64. 
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Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam 
masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang 
pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk 
menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-
nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu 
masyarakat sehingga kejahatan tersebut, oleh negara dijadikan sebagai 
perbuatan tindak pidana. 
Kejahatan yang timbul didalam masyarakat dapat berupa beberapa 
bentuk misalnya tentang pembunuhan.Dalam KUHP buku kedua tentang 
kejahatan telah disebutkan berbagai bentuk kejahatan beserta penjelasannya 
lengkap dengan sanksi hukumnya.3 Berkaitan dengan tindak pidana 
pembunuhan, pembunuhan itu sendiri diartikan sebagai suatu tindakan 
seseorang untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar 
hukum maupun tidak melanggar hukum. Pembunuhan biasanya 
dilatarbelakangi oleh bermacam macam motif tertentu misalnya karena 
kecemburuan, politik, dendam, membela diri dan lain sebagainya, itu 
pengertian pembunuhan secara umum.4 
Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam, memberi definisi 
pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau 
                                                           
3Laden Marpaung, “Tindak Pidana Tehadap Nyawa dan Tubuh”, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2002), hlm. 19. 
4Lahe Regina Patricia, “Pembuktian Noodweer  (Pembelaan  Terpaksa) dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan  menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana”,  Jurnal Lex 
Privatum Vol. 5 Nomor 3,2017, hlm. 45. 
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beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang 
meninggal dunia.5 
Sedangkan Hukum Pidana Islam mayoritas ulama berpendapat bahwa 
klasifikasi tindak kejahatan berupa pembunuhan ada tiga macam, yaitu: 
a. Pembunuhan sengaja yang dikemukakan dikemukakan oleh Abdul 
Qadir Audah adalah pembunuhan sengaja adalah suatu 
pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.6 
b. Menurut Hanifiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, 
pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah Pembunuhan 
menyerupai sengaja adalah seuatu pembunuhan diaman pelaku 
sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, 
atau benda lain yang mengakibatkan kematian.7 
c. Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh 
Sayid Sabiq adalah pembunuhan karena kesalahan adalah apabla 
seseorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk 
dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik 
                                                           
5 Zainuddin Ali, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.  
6 Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. ke-II, 
hlm. 138. 
7
Ibid. 
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suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin 
keslamatannya dan membunuhnya.8 
Hukum pidana Indonesia menjelaskan unsur terjadinya pembunuhan 
yang dapat dipidana adalah karena adanya kesengajaan (dolus) dan kealpaan 
(culpa). Pembunuhan karena ada unsur kesengajaan sendiri dirumuskan 
menjadi 3 (tiga) jenis bentuk sengaja yakni:9 
a. Sengaja sebagai maksud;  
b. Sengaja dengan keinsyafan pasti;  
c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis  
Pada unsur kealpaan (culpa) terdapat dua rumusan yaitu:10 
a. culpa dengan kesadaran;  
b. culpa tanpa kesadaran. 
Orang yang dipaksa melakukan pembunuhan meskipun dia tau itu hal 
yang sangat dilarang oleh hukum dan agama Islam, tapi karena keinginan 
terpaksa yang harus dilakukannya dan dia tidak punya jalan lain lagi selain 
melakukan itu dan menurut hukum pidana positif menyatakan bahwa apabila 
pelaku melakukan pembunuhan dengan alasan terpaksa (Overmacht) maka 
                                                           
8
Ibid., hlm. 144. 
9 Leden Marpaung, “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberatan dan 
Prevensinya)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 22. 
10
Ibid., hlm. 65. 
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pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena dalam hukum 
pidana positif overmacht adalah salah satu alasan penghapusan pidana.11 
Pembunuhan dalam membela diri sendiri tercantum didalam KUHP pasal 48 
yang bunyinya: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu 
kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.Kata 
terpaksa ini diartikan baik paksaan batin, maupun lahir, rohani, 
maupun jasmani.”12 
Dalam Hukum Pidana Islam Pembunuhan merupakan hal yang sangat 
dilarang dan kharam untuk dilakukannya. Pembunuhan karena daya paksa  
atau overmacht dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam tidak 
dapat menghapus hukuman, para ulama menyepakati bahwa bagi siapa saja 
yang telah melakukan pembunuhan dengan alasan terpaksa (Ikrah) maka tetap 
dijatuhi hukuman diyat atau ta’zir. Salah atu dasar hukum pmbunuhan dalam 
hukum Islam adalah surat al-Isra’:33 yaitu:13 
 ْلُس ِهِِّيلَوِل اَنْلَعَج ْدَقَـف ًاموُلْظَم َلُِتق نَمَو ِّقَلحِاب َّلاِإ ُهّللا َمَّرَح ِتيَّلا َسْفـَّنلا ْاوُلُـتْقَـت َلاَو ًانَاط
 ًاروُصْنَم َناَك ُهَّنِإ ِلْتَقْلا ِّفي فِرْسُي َلاَف-٣٣ - 
Artinya 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.Dan 
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah 
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris 
                                                           
11Lahe Regina Patricia, “Pembuktian Noodweer…, hlm. 47. 
12 R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, (Bogor: Politeia 1995), hlm. 63. 
13Lahe Regina Patricia, Pembuktian Noodweer…, hlm.53. 
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itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah 
orang yang mendapat pertolongan”.14 
Berkaitan apa yang telah dipaparkan diatas pembunuhan karena 
overmacht (daya pakasa) masing-masing telah memiliki norma dan aturan 
yang serupa tergantung dari apa yang diperbuatnya, dilihat dari hukum positif 
sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam 
hukum Islam juga telah diatur dan ditentukan dalam hukum pidana Islam 
(Jinayah).15 
Maka telah timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana jika 
pembunuhan dalam keadaan memaksa atau overmacht dari orang lain? seperti 
dalam contoh sebagai berikut : Contoh klasik, adalah tentang orang yang 
kepalanya tenggelam, yang bersama dengan orang lain berpegang pada 
sebilah papan dan papan tersebut tidak bisa menopang mereka berdua. 
Apabila seorang dari mereka mendorong temannya dari papan tersebut, dapat 
dipastikan temannya tersebut akan tenggelam dan mati. Ini berarti bahwa 
perbuatannya itu  dilakukan “karena dipaksa oleh keadaan” dan tidak dapat 
dipidana, karena ia sendiri dalam ancaman bahaya maut, ia lebih 
mementingkan hidupnya sendiri dari pada hidup orang lain yang dibunuhnya. 
Ketakutannya akan kematian merupakan alasan pemaaf. Dengan lain 
perkataan, dalam keadaan darurat ia melakukan pilihan yang bisa diterima. 
                                                           
14Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 2005), hlm. 597. 
15Lahe Regina Patricia, Pembuktian Noodweer…,  hlm. 57. 
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Disini terdapat adanya dorongan psikis dan keadaan darurat bercampur. 
(Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, 1995: 153).16 
Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji karya ilmiah (Skripsi) dengan judul yang diangkat: 
“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA OVERMACHT DALAM 
KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan diatas bahwa 
kajian mengenai “Tindak Pidana Pembunuhan karena Overmacht dalam 
KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”,dan agar penelitian ini dapat lebih 
fokus dan terarah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu: 
1. Bagaimana dasar hukum Overmacht dalam Hukum Pidana Islam? 
2. Bagaiamanakah implementasi sanksi bagi pelaku tindak pidana 
pembunuhan karena Overmacht menurut KUHP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang 
hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dasar hukum overmacht dalam tindak pidana 
pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam. 
                                                           
16 Made Widnyana, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), cet ke-
I, hlm. 155. 
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2. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
implementasi dari penjatuhan sanksi menurut hukum positif. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas dengan judul 
tersebut, maka manfaat penelitian tersebut adalah: 
1. Manfaat Teortis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang 
luas dan kemampuan berfikir mengenai tindak pembunuhan karena daya 
paksa (overmacht) yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dan 
hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menambah ilmu 
pengetahuan bagi yang membaca khsusnya pada mahasiswa-mahasiswi 
hukum fakultas Syariah IAIN SURAKARTA. 
Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia 
akademisi khususnya pada prodi 
Syariah bidang hukum serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan 
untuk penulisan lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 
a. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan serta bahan kajian yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk 
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masyarakat agar lebih tahu tentang Tindak Pidana Pembunuhan karena 
Daya Paksa (overmacht). Dengan demikian akan meminimalis 
criminal karena adanya hukuman yang membuat efek jera kepada 
masyarakat. 
b. Bagi Aparat Penegak Hukum 
Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat 
memeberikan masukan kepada aparat penegak hukum supaya cepat 
dan tegas dalam bertndak kepada masyarakat yang melakukan 
criminal, oleh sebab itu aparat penegak hukum perlu 
mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang 
dasar hukum dan sanksi tindak pidana pembunuhan karena daya paksa 
(overmacht) menurut hukum Islam dan hukum positif, dan ini akan 
meminimalis tentang tindak pidana criminal khususnya tinda pidana 
pembunuhan karena daya paksa (overmacht). 
c. Bagi peneliti 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan 
sipeneliti sendiri, karena dengan dilakukan peneliti ini penulis 
mengkaji lebih banyak tentang tindak pidana pembunuhan karena daya 
paksa (overmacht) yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. 
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E. Kerangka Teori 
Supaya skripsi ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya 
kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta berkaitan 
dengan obyek yang akan diteliti sebagai landasan dasarnya. Hal ini 
dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan yang pasti 
memiliki landasan teori.17 Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, berikut akan dijelaskan kerangka teori tentang Tindak Pidana 
Pembunuhan karena Overmacht diantaranya: 
1. Perbuatan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 
 Tindak pidana dalam Hukum Islam disebut dengan istilah jarimah. 
Yang dimaksud dengan kata “jarimah” ialah larangan-larangan syara’ 
yang diancam oleh Allah dengan hukum Had atau ta’zir. Larangan-
larangan adakalanya mengerjakan perbuatan yang, atau meninggalkan 
perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “syara” pada pengertian 
diatas adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila 
dilarang oleh syara’.Perbuatan atau tidak perbuatan dianggap sebagai 
jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.18 
 Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana 
atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang 
                                                           
17
Aditya Abdi Pangestu, “Tindak Pidana Pembunuhan karena Pembelan Diri (Studi 
Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”, skripsi diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah Sunan Kalijaga Jogjakarta,2018. hlm. 15. 
18
Ahmad Hanafi “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: bulan bintang, 1967), hlm. 1. 
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yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal 
dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu 
ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-
undangan yang bersumber dari Alqur’an dan hadis. 
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di 
akhirat.Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban 
asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban 
asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik 
yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang 
hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah dimaksud, 
harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.19 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
 Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-
unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum da nada yang 
khusus. Unsur umum ini berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur 
khusus untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu 
                                                           
19 Zainuddin, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-3, hlm. I. 
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dengan jarimah yang lainnya. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur 
umum jarimah adalah sebagai berikut:20 
a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash). 
b. Unsur materil (sifat melawan hukum). 
c. Unsur moril (Pelakunya mukallaf). 
3. Pembelaan diri menurut hukum Islam 
 Para fuqaha sepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah 
untuk mempertahankan diri sendiri atau dari orang lain dari serangan 
terhadap jiwa, kehormatan  dan harta benda. Tetapi berbeda atas 
hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak.Jadi 
konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka 
seseorang boleh memelihara antara meninggalkan dan mengerjakan, tetapi 
berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan 
sebagai kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa 
ketika meninggalkannya.21 
4. Perbuatan pidana 
 Perbuatan pidana ialah salah satu istilah untuk tindak pidana 
(mencangkup kejahatan dan pelanggaran), antara lain delik, perbuatan 
pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran 
                                                           
20 Makhrus Munajat, “Hukum Pidana Islam di Indonesia”, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 
2009), hlm. 11. 
21 Ahmad Hanafi, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: bulan bintang, 1993), hlm. 211. 
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pidana, criminal act dan lain sebagainya. Tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 22 
5. Pembunuhan 
 Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang 
menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Saat ini banyak terjadi 
peristiwa pembunuhan di berbagai daerah. Hal ini selain dipengaruhi oleh 
motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran 
merosotnya moral bangsa ini.23 Dalam masalah tindakan pembunuhan, 
hukum pidana Indonesia, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
(KUHP), mengatur secara rinci tentang jenis jenis hukuman yang 
diberlakukan. Secara umum, kejahatan pembunuhan diberikan sanksi 
berupa hukuman pemenjaraan hingga pidana mati. Hal tersebut tergantung 
pada berat ringannya.24 Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi branag siapa 
yang melanggar ancaman tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa perbutan 
pidana adalah perbutan yang oleh suatau aturan dilarang dan diancam 
pidana, asal dalam larangan itu ditunjukan kepada perbuatan, yaitu suatu 
                                                           
22 Tapo Santoso, “Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas”, 
(Jakarta: Asy- Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.  
23Arysthanya Arysanto, “Jurnal Hubungan Antara Motif dengan Berat Ringannya Sanksi 
Pidana bagi Pelaku Pembunuhan dalam Keluaraga”, Fakultas Hukum Atma  Jaya Yogyakarta, 2015, 
hlm. 4. 
24Ali Sodiqin, “Restorative Justice., hlm. 63. 
14 
 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakukan orang sedangkan 
ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 
itu.25 
 Dalam hukum Islam pembunuhan merupakan perbuatan keji dan 
biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling 
mendasar.Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia. Akan 
tetapi, dalam hukum Islam, ada pembunuhan yang diperbolehkan karena 
alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman qisas, 
pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela 
diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi pembunuhan 
yang tidak dibenarkan oleh syara’ adalah yang diharamkan oleh Allah dan 
Rasullah SAW. Allah SWT. berfirman:  
 
 َسْفـَّنلا ْاوُلُـتْقَـت َلاَو  ِهِِّيلَوِل اَنْلَعَج ْدَقَـف ًاموُلْظَم َلُِتق نَمَو ِّقَلحِاب َّلاِإ ُهّللا َمَّرَح ِتيَّلا
 ًاروُصْنَم َناَك ُهَِّنإ ِلْتَقْلا ِّفي فِرْسُي َلاَف ًانَاطْلُس -٣٣ - 
Artinya: 
“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), kecuali dengan sesuatu (alasan) yang benar.Dan 
barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah 
memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu 
                                                           
25 Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 37. 
15 
 
melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang 
yang mendapat pertolongan.”26 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi dua. Pertama, 
jiwa yang dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang 
sah. Kedua, jiwa (nyawa) yang boleh dihilangkan karena terdapat alasan 
untuk dilenyapkan, misalnya kepada orang yang muhson melakukan 
perzinaan, pembunuhan disengaja, murtad, pelaku hirabah, dan sejenisnya. 
Ketentuan itu dengan jelas dinyatakan oleh Rasullah SAW. “Tidak halal 
darah seorang muslim, kecuali orang yang telah menikah melakukan zina,…27 
Tindak pidana yang disebabkan adanya paksaan dilarang karena orang 
yang dipaksa melakukan pembunuhan terhadap korbannya itu dengan cara 
disengaja dan melawan hukum, secara zalim disertai keyakinan bahwa 
membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari 
kejahatan pemaksa atau bahaya. Hukuman yang dipaksa membunuh menurut 
Imam Malik dan Imam Hanbali hukumannya adalah qishash, ulama Syafiiyah 
dalam pendapatnya dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa 
hukumannya adalah qishash. Adapun dalam mazhab Hanafi, menurut 
                                                           
26Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 2005), hlm. 597. 
27Mutofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “Hukum Pidana …, hlm. 276. 
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hukumannya adalah qishash sedang menurut Abu Yusuf  hukumannya adalah 
diyat.28 
Dalam hukum pidana Indonesia Overmacht diatur didalam pasal 48 
KUHP yang menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena 
pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.Menurut bunyi pasal tersebut, daya 
paksa (overmacht) menjadi dasar peniadaan hukuman Undang-undang hanya 
menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena 
terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-undang tidak 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan daya paksa (overmacht). Pengertian 
dan penjelasan tersebut diberikan oleh pakar hukum. 
Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan 
kepentingan hukum yang lebih kecil demi melindungi dan mempertahankan 
kepentingan hukum yang lebih besar. Apabila kepentingan yang dkorbankan 
lebih berat dari kepentingan dari kpentingan yang diselamatkan, maka tidak 
ada hal yang memaksa (overmacht), maka pelaku dalam hal ini harus 
dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat 
dari kepentingan yang diselamatkan atau kepentingan itu sama beratnya, maka 
ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.29 
                                                           
28 Kadar M. Yusuf, “Tafsir Ayat Ahkam”, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm.  317. 
29Acmad Ali, “Teori Hukum dalam Peradilan”, (Jakarta Kencana Perdana Group, 2009), hlm. 
67. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya 
juga ada beberapa penelitian lain yang terlebih dahulu membahas tentang 
Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa diantaranya adalah: 
Penelitian yang pertama, yang berhasil ditemukan ialah penelitian 
yang dilakukan oleh skripsi Debora Vivi Mardani (NIM: C100 110 162) dari 
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta tahun 2017 dengan 
bukunya berjudul “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Tindak Pidana 
Pembunuhan dalam Proses Penegakan Hukum (studi kasus di wilayah hukum 
Surakarta)”, penelitian tersebut membahas tentang terjadinya tindak pidana 
pembunuhan.30 
Penelitian yang kedua, yang berhasil dilakukan oleh Jurnal 
Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang ditulis oleh Lale Regina Patricia pada tahun 2017. Penelitian tersebut 
membahas tentang pembuktian pembelaan terpaksa (noodweer) pada tindak 
pidana pembunuhan dan apa syarat-syarat tindak pidana yang mengkibatkan 
kematian karena pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP.31 
                                                           
30 Debora Vivi Mardan, “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan 
dalam Proses Penegakan Hukum (Studi kasus di Wilayah Hukum Surakarta)”, Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017. 
31Lahe Regina Patricia, Pembuktian Noodweer…, hlm. 2. 
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Penelitian yang ketiga, yang berhasil dilakukan oleh Skripsi Nursheila 
Muis (NIM: B 111 12 906) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makasar tahun 2016 dengan bukunya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi kasus putusan Nomor 
89/PID.B/2015/PN.Mrs)”. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan 
hukum pidana materi tentang kasus pembunuhan.32 
Dengan demikian, dari contoh skripsi dan jurnal di atas yang terkait 
dengan penelitian ini mempunyai perbedaan di aspek pengkajiannya di mana 
skripsi terdahulu hanya mengkaji dari sudut pandang hukum positif, undang-
undang Hak Asasi Manusia dan menekankan pada aspek kriminologinya 
sedangkan penelitian ini akan mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam 
dan dilihat dari daya paksa dalam kasus pembunuhan. 
G. Metode Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian 
yang berupa Studi Kepustakaan  (Library Research). Studi kepustakaan 
merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi 
dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di 
                                                           
32Nursheila Muis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi kasus 
putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs)”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makasar,2016. 
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perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah , dsb 
(Mardalis:1999). 
Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi 
serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk 
mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti 
(Sarwono:2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data 
dengan  melakukan penelahan terhadap buku, literatur, catatan, serta 
berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan 
(Nazir:1988). Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan 
kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan 
dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang 
di teliti (Sugiyono: 2012).33 
2. Sumber data 
Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta 
dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Adapun teknik untuk 
memperoleh data, penulis  mengadakan pengumpulan berupa buku, 
artikel, maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan pokok kajian 
penulis serta wawancara berkaitan dengan informasi mengenai sifat, 
karakter dan berupaya semaksimal mungkin terhadap beberapa pihak yang 
                                                           
33Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan 
Praktik Konseling Expressive Writing”, Surabaya, hlm. 37. 
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terkait mengenai dengan pokok kajian penulis. Dimana data kualitatif 
tidak berbentuk angka.34 
Terkait data tentang Tinjauan  Umum Tindak Pidana 
Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri Perspektif Hukum 
Positif dan Hukum Islam, maka sumber data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini terdiri dari: 
1) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, 
berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang 
Penganiayaan, Al-Qur’an, Hadist, Tafsir Al-Qur’an, Buku Fiqh 
Jinayah, Kitab-Kitab Jinayah. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang berkaitan dengan 
objek kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang 
mempunyai hubungan dengan topic, berupa informasi yang diperoleh 
dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Data kepustakaan sekunder juga 
terdapat dalam ensiklopedia, kamus, buku pegangan, laporan , indeks, 
textbooks, dan abstrak.35 
                                                           
34
Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 204. 
35 Winarno, “Metode Penelitian  dalamPendidikan Jasmani”,  (Malang: Universitas Negeri 
Malang, 2011), Cet. ke-I, hlm. 50. 
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3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang member petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
misalnya: kamus-kamus (hukum), enksiklopedi hukum, media 
internet. 
3. Teknik pengumpulan dan Pengolahan Data 
Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan 
disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder 
dengan menggunakan: 
a. Study Kepustakaan (Library Research) 
 Study kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan 
informasi dengan bantuan sebagai buku untuk memperoleh data yang 
mendalam, yaitu dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal 
penting terhadap literature, asas, doktrin, wacana, pandangan 
(pendapat) yang kemudian dijadikan sebagai landasan teori dan 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi 
pembahasan. 
b. Pengolahan Data 
Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, 
sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang 
diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut: 
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1) Seleksi Data 
Penempatan ddata menurut kelompok-kelompok yang telah 
ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 
diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. 
2) Klasifikasi Data 
Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 
ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 
diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. 
3) Sistematis Data 
Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu 
kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan 
sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah 
interpretasi data. 
4. Teknik analisis data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan untuk 
mendapatkan interensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan 
konteksnya (Kripendoff, 1993). Dalam analisis ini akan dilakukan proses 
memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilih berbagai 
pengertian hingga ditemukan yang relevan (Serbaguna, 2005). 
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Untuk menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah serta 
mengatasi mis-informasi (Kesalahan pengertian manusiawi yang bisa 
terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan 
antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing (Sutanto, 2005)36 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun secara 
sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi 
penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut: 
Bab I berupa pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan skripsi yang 
menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian 
relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab 
pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proses 
skripsi. 
                                                           
36 Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko,  Studi Kepustakaan…, hlm. 5. 
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Bab II berupa landasan teori, berisi uraian tentang teori umum yang 
relevan dengan permasalahan penelian.Teori-teori itu berfungsi untuk 
menganalisis data. 
Bab III deskripsi data penelitian , berisi uraian tentang tindak pidana 
pembunuhan karena overmacht dalam konteks KUHP perpektif hukum pidana 
Islam.  
Bab IV yaitu analisis, berisi uraian tentang analisis data penelitian 
dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dengan bagian teori 
dan tinjauan umum. 
Bab V yang terakhir yaitu penutup, berisi uraian tentang kesimpulan 
dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok-pokok 
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini disertai dengan saran yang akan 
memberikan masukan kepada peneliti menajadi lebih baik. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF 
DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan  
Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda dengan “Strafbaar feit”, yang sebenarnya merupakan 
istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. 
Menururt Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
1
 Sedangkan 
Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan 
sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam 
ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang 
melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.
2
 
Dari pengertian tindak pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur 
tindak pidana yaitu: 
a. Adanya perbuatan atau tingkah laku; 
b. Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum; 
                                                           
1  Wirjono Projodikoro, “Asas-asas hukum di Indonesia”, (Bandung: PT.Eresco), hlm. 55. 
2  Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, “Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia”, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 85. 
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c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan); 
d. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana. 
Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan 
hukuman pidana. 
Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan 
terhadap nyawa (misdrjn tegen het leven) adalah berupa penyerangan 
terhadap nyawa orang lain.
3
 Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh 
yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya 
membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan 
oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
4
 
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana pembunuhan di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur di dalam 
Bab XIX Buku II (dua) yang berjudul “Kejahatan Terhadap Jiwa Orang”.5 
                                                           
3Adami Chazawi,”Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada), hlm. 55. 
4 Hilman Hadikusuma, “Bahasa Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm. 24. 
5 Ishaq, ”Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum 
Pidana Islam sebagai Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Al-Risalah, 
(Jambi) Vol. 16, No. 1, 2016.Hlm. 33. 
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Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat Pasal 338 KUHP 
yang berbunyi: 
“barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, 
dihukum, karena makar, dengan hukuman penjara selama-lamanya 
lima belas tahun”. 
 
Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa: 
a. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan, disini 
perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan 
kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. 
b. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul 
maksud untuk membunuh tidak dengan piker-pikir lebih panjang. 
c. Jika pembunuhan itu dilakuakan atas permintaan yang dinyatakan 
dengan sungguh-sungguh dari orang yang dibunuh, maka 
hukumannya lebih ringan.
6
 
2. Dasar Larangan Pembunuhan 
Dasar yang digunakan hukum pidana Indonesia pada bidang 
tindak pidana adalah KUHP, sebagaimana yang telah diketahui bahwa 
KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini adalah serangkaian 
hukum warisan Belanda. Maka teks asli dari KUHP Indonesia ini bisa 
dikatakan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam  
bahasa Indonesia. Untuk itu KUHP atau dalam bahasa Belanda dikenal 
                                                           
6R. Susilo, “Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, (Bogor: Politeia, 1995), 
hlm. 240. 
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Wetboek van Strafrecht (Wvs), dalam penjelasan dan penafsirannya masih 
terdapat penggunaan bahasa Belanda sebagai istilah-istilahnya. 
KUHP terdiri atas tiga buku, Buku kesatu adalah keterangan 
umum, buku kedua memuat kejahatan dan buku ketiga tentang 
pelanggaran. Berdasarkan sistematika tersebut, tindak pidana atau 
kejahatan berkaitan dengan pembunuhan terletak pada buku kedua yakni 
tentang kejahatan. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dimuat pada 
Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa” yang diatur dalam 
Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
7
 
Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai 
berikut: 
a. Kejahatan yang ditunjukkan kepada jiwa manusia. 
b. Kejahatan yang ditunjukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru 
dilahirkan. 
c. Kejahatan yang ditunjukan terhadap anak yang masih dalam 
kandungan. 
Dilihat dari segi kesengajaan (dolus) maka tindak pidana terhadap 
jiwa itu terdiri atas.
8
 
a. Yang dilakukan dengan sengaja; 
b. Yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat; 
                                                           
7
Leden Marpaung, “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh”, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2002), hlm. 19. 
8Ibid. 
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c. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu; 
d. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh; 
e. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. 
Berkenaan dengan tindak pidana terhadap “Nyawa” tersebut pada 
hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
9
 
a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur Bab XIX 
b. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan, diatur Bab XXI 
c. Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian yang diatur 
antara lain Pasal 170,351 ayat (3), dan lain-lain. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam literatur-literatur hukum pidana Indonesia atau positif, 
pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan tidak diterangkan secara 
langsung adanya jenis-jenis pembunuhan dilihat dari unsur kesengajaan. 
Beberapa dengan hukum Islam yang langsung mengklasifikasi tindak 
pidana pembunuhan dari unsur kesengajaan. Pada hukum pidana 
Indonesia, kesengajaan termuat dalam pembahasan pertanggungjawaban 
pidana. Hal ini, didasarkan pada kemampuan seseorang terpidana dalam 
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. 
Dari yang terkandung  dalam KUHP, bisa dipahami bahwa tindak 
pidana pembunuhan dapat dikategorikan menajdi dua jenis yaitu 
pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. 
                                                           
9Ibid., hlm. 19. 
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a. Pembunuhan Sengaja 
 Dalam berbagai literature yang ada, kebanyakan teori tentang 
kesengajaan itu dilihat dari tiga corak, yaitu: 
1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Tindakan sengaja 
sebagai maksud ini terjadi jika pembuat delik atau pelaku tindak 
pidana menghendaki akibat perbuatannya dengan kata lain, andai 
kata pelaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat 
perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentuai tidak pernah 
melakukan perbuatannya.
10
 
2) Sengaja sadar atau insaf akan keharusan atau sadar akan kepastian 
delik dengan sadar akan kepastian ini dapat didefinisikan bahwa, 
agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus melakukan 
perbuatan yang merupakan pelanggaran pula
11
 
3) Sengaja sadar akan kemungkinan atau sengaja bersyarat atau 
senagaja sadar akan kemungkinan besar.
12
 Scaffmeister 
memberikan definisi tentang sengaja bersyarat bahwa orang 
melakukan perbuatan tertentu dan dengan menghendaki dan 
mengetahui menepatan diri dalam keadaan yang mungkin sekali 
mendatangkan akibat tertentu. 
                                                           
10Zainal Abidin Farid, “Hukum Pidana I”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-II,  
hlm. 287. 
11Ibid.,hlm. 289. 
12
Ibid. 
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 Untuk memperjelas dan agar lebih mudah dipahami, Zainal dalam 
bukunya memberikan contoh kasus hipotesi berkaitan dengan tiga 
corak bentuk kesengajaan yang telah disebutkan sebagai berikut: 
 A berniat untuk membunuh B, yang dilihatnya semenetara duduk 
di tanggul pantai Losari. Pada waktu A membidikan senjata ke arah 
B, yang dilihatnya C duduk samping B. A mengetahui bahwa kalau ia 
melaksanakan niatnya untuk membunuh B, maka pasti atau harus C 
mati juga, karena C lebih dahulu terkena peluru yang ditembaknya, 
dan peluru akan meluncur terus meerus menembus badan C, namun ia 
tidak dapat mencapai tujuannya (kematian B) kalau tidak 
menghilangkan nyawa C (yang tidak dikehendakinya). A juga 
membayangkan sebagai kemungkinan besar peluru yang ditembakkan 
setelah mengenai C dan B akan berjalan terus dan mengenai orang 
lain. Walaupun terbayang akan kemungkinan itu diharapkannya 
supaya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi ia 
mengatakan: “apa boleh buat”, jadi A berani memikul resiko akan 
kemungkinan mati atau lukanya orang lain itu. Dilepaskannya 
tembakan dan tepat mengenai C, lalu peluru terus mengani B, dan 
terahkir mengenai D yang kebetulan sedang jongkok buang air besar, 
C dan B meninggal dunia akibat temabakan karena menderita luka 
parah yang mengeluarkan banyak darah, sedangkan D memperoleh 
luka. Adapun sengaja A dan C adalah sengaja sadar akan kepastian 
atau keharusan (corak kedua), sengaja A terhadap B adalah sengaja 
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sebagai niat atau maksud (corak kesatu), dan sengaja A terhadap D 
adalah senagaja sadar akan kemungkinan (dolus evantualis atau corak 
ketiga)
13
 
 Segala bentuk tindak pidana pembunuhan secara sengaja 
terkandung dalam KUHP Indonesia yang dimuat ada pada Bab XIX 
tentang Kejahatan terhadap Nyawa, di dalamnya sekaligus dijelaskan 
tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai 
pembunuhan snegaja. Laden Marpaung berkaitan dengan ini 
merumuskan bentuk-bentuk kejahatan terhadap nyawa yang dimuat 
dalam KUHP adalah sebagai berikut:
14
 
a) Pembunuhan.15 
b) Pembunuhan dengan pemberatan.16 
c) Pembunuhan berencana.17 
d) Pembunuhan bayi oleh ibunya.18 
e) Pembunuhan bayi berencana.19 
f) Pembunuhan atau permintaan yang bersangkutan.20 
g) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri.21 
                                                           
13
Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I…, hlm. 295. 
14Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh., hlm. 20. 
15Pasal 338. 
16Pasal 339. 
17Pasal 340. 
18Pasal 341. 
19Pasal 342. 
20Pasal 344. 
21Pasal 345. 
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h) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya.22 
i) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya.23 
j) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang 
mengandungnya.
24
 
k) Dokter atau badan atau tukang obat yang membantu pengguguran 
atau matinya kandungan.
25
 
b. Pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian 
  Kealpaan (onachtzaamheid) dan kelalaian (nalatingheid) yang 
berkaitan dengan tindak pidana menurut ilmu hukum pidana terbagi 
menjadi dua bentuk:
26
 
1) Kealpaan yang disadari (bewuste culpa). Pengertian dari keadaan 
ini yaitu orang sadar akan resiko perbuatannya tetapi berharap 
akibat buruk tidak terjadi. 
2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewusteculpa). Dan dapat 
diartikan seseorang harus sadarakan resiko perbuatannya. 
  Berkaitan dengan kasus pidana, antara kealpaan yang disadari 
dengan sengaja bersyarat (dolus eventualis) sering kali terjadi 
kekeliruan dalam mempraktekannya. Perbedaan antara keduanya 
dilukiskan oleh Satochid Kartanegara (tt.347-351) sebagai berikut:
27
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Schuld dengan kesadaran ini terdapat bila si pelaku didalam 
melakukan perbuatan dapat membahayakan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat, akan tetapi wawaupun ia berusaha untuk 
mencegah timbulnya akibat itu, akibat terus timbul. 
Dolus eventualis itu terdapat, apabila seseorang itu melakukan suatu 
perbuatan untuk emncapai maksud yang tertentu, sedang dalam pada 
itu ia dapat membayangkan, bahwa apabila ia melakukan perbuatan 
yang dimaksudkan itu,  mungkin akan timbul lain akibat yang bukan 
menjadi tujuannya dan yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh 
undang-undang. 
 
Terhadap akibat yang pertama dan yang menjadi tujuannya, sipelaku 
mempunyai opzet sebagai tujuan (sengaja sebagai maksud), sedang 
terhadap akibat yang mungkin akan timbul apabila ia melakukan 
perbuatannya guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia 
mempunyai opzet dengan kesadaran akan kemungkinannya (sengaja 
dengan kesadaran akan kemungkinan) atau opzet dengan syarat (dolus 
eventualis).Jadi, dalam hal itu sipelaku dapat membayangkan adanya 
kemungkinan akan timbulnya akibat, yang bukan menjadi tujuannya 
yang teertentu. Untuk dapat membedakan dolus eventualis ini dengan 
culpa, harus diambil sebagai pokok keadaan jiwa sipelaku. Sipelaku 
dalam pengertian dolus eventualis, sewaktu melakukan perbuatan 
guna mencapai maksdunya yang tertentu itu, ia melihat akan 
timbulnya suatu akibat lain, yang tidak dikehendakinya dan juga 
dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi walau demikian, si pelaku 
melakukan itu, bahkan kemungkinan timbulnya lain akibat yang tidak 
kehendakinya itu tidak menghalang-halangi dirinya untuk 
meniadakan maksudnya dan demikian pula perbuatannya. Dalam hal 
ini dikatakan bahwa si pelaku menerima akibat yang lain itu. Tidak 
35 
 
demikian halnya dengan culpa. Jiak sipelaku andai kata insyaf bahwa 
perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka ia akan 
mengurungkan perbuatannya itu. 
  Agar lebih mudah dipahami, Laden Marpaung menyontohkan 
peristiwa berkaitan dengan perbedaan antara culpa yang disadari 
dengan dolus eventualis sebagai berikut:
28
 
  Beberapa pekerja yang sedang bekerja di atas sebuah rumah, 
melemparkan sebuah balok ke bawah, yang menimpa orang.Kalau 
rumah itu dikelilingi oleh kebun partikuler dimana bisanya tak pernah 
ada orang maka kejadian itu adalah kejadian yang tiba-tiba dan tak 
sengaja; jadi pekerja-pekerja itu tak usah menyangka-nyangka, bahwa 
sedang ada orang lalu di situ. Kalau balok itu dilempar dengan tiada 
memikirkan bahwa mungkin ada orang berjalan disitu meskipun ini 
sangat  mungkin, maka dalam hal ini dikatakan “kealpaan yang tidak 
disadari”, suatu kelalaian. Kalau kemungkinan itu ada pertimbangan, 
tetapi mengharapkan bahwa pada saat itu taka da orang berjalan disitu 
sedang hal itu tak boleh diharapkan, maka kejadian itu dinamakan 
“kealpaan yang disadari”, sangat tak berhati-hati. 
  Kalau ada diingat, bahwa ada kemungkinan akan terbunuhnya 
seseorang yang sedang lalu di situ dan meskipun demikian halnya 
balok itu toh dilempar oleh karena meskipun kecelakaan itu akan 
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terjadi, orang-orang itu lebih suka melemparkan balok itu dari pada 
mengangkat dengan susah payah, maka hal itu dinamakan “dolus 
eventualis”.29 
  Sementara terdapat teori tentang pertimbangan adanya unsur 
kelalaian atau kealpaan apada tindak pidana pembunuhan, namun 
KUHP Indonesia hanya memuat stu aturan berkaitan dengan 
menyebabkan mati karena kealpaan yang terantum dalam Pasal 359 
Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atas luka-luka Karena Kealpaan. 
  Selain tori kesengajaan (dolus opzet) dan kealpaan (culpa) 
seseorang melakukan tindak pidana, sebenarnya terdapat satu teori 
lagi yaitu tentang kesalahan (errordwaling). Namun pemidaan terkait 
dengan delik karena kesalahan atau kekhilafan ini tidak dicantumkan 
dalam KUHP secara khusus, hanya dikembalikan pada delik asalnya. 
  Mengenai teori kesalahan atau kekhilafan (error dwaling) ini 
terdapat dua pembagian yaitu: 
1) Kekhilafan tentang orang (error in persona) 
2) Kekhilafan tentang obyek (error in objecto) 
  Kedua teori kesalahan ini pada hakekatnya adalah sama yaitu 
kesalahan terhadap obyek yang akan dikenal tindakan pidana. Hanya 
perbedaannya adalah istilah error persona dikenakan pada khusus 
tindak pidana pembunuhan. Misalnya A berniat membunuh B, namun 
pada saat melakukannya ternyata yang dibunuh adalah C yang dikira 
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itu adalah B. pemidanaan yang dikenakan A adalah sebagai pelaku 
dikembalikan pada pembunuhan biasa yaitu Pasal 338 KUHP. Untuk 
error in persona harus lebih teliti membedakan dengan aberto ictus, 
misalkan salah sasaran tembak.Seseorang niat ingin menembak A, 
namun yang terkena adalah B yang duduk disampingnya.Dalam hal 
ini tidak ada dwaling, tidak adanya delik sengaja pada matinya B, 
namun pelaku dikenakan pidana culpa yaitu pada Pasal 359 KUHP.
30
 
Sedangkan istilah error in objecto digunakan pada tindak pidana 
selain pembunuhan. Misalnya pada tindak pidana pencurian, 
seseorang bermaksud mencuri emas, namun yang diambil ternyata 
bukan emas melainkan imitasi emas.
31
   
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 
Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan menurut hukum Indonesia 
dapat langsung mengacu pada KUHP sebagai Undang-undang yang 
berlaku sebagai berikut: 
a. Pembunuhan sengaja 
1) Pembunuhan secara umum (pembunuhan biasa) dikenakan pidana 
paling lama penjara lima belas tahun.
32
 
2) Pembunuhan dengan pemberatan, yakni pembunuhan yang 
disertai dan diikuti dengan tindak pidana lain dikenakan pidana 
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penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua 
puluh tahun.
33
 
3) Pembunuhan berencana dikenakan pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
34
 
4) Pembunuhan bayi oleh ibunya dikenakan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun.
35
 
5) Pembunuhan bayi berencana dikenakan pidana penjara paling 
lama Sembilan tahun.
36
 
6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan diancam pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.
37
 
7) Membujuk atau membantu orang aga bunuh diri, jika orang itu 
jadi bunuh diri dikenakan pidana penjara paling lama empat 
tahun.
38
 
8) Pengguguran kandungan dengan ijin ibunya dikenakan pidana 
penjara paling lama empat tahun.
39
 
9) Pengguguran kandungan tanpa ijin ibunya dikenakan pidan 
penjara dua belas tahun, dan jika mengakibatkan wanita yang 
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digugurkan itu meninggal dikarenakan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun.
40
 
10) Matinya kandungan dengan ijin perempuan yang mengandungnya 
dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan 
jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
41
 
11) Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran 
atau matinya kandungan yang tercantum dalam pasal 356,347, dan 
348 dikenakan penjara sebagaimana pasal tersebut dengan 
ditambah sepertiganya dan dapat dicabut hak untuk menjalankan 
pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
42
 
b. Pembunuhan karena kealpaan diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau tindak pidana kurungan paling lama 
satu tahun. 
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A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar  لاتق 
dari fi‟il madhi  لتق yang artinya membunuh.43 Pembunuhan dalam 
bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara 
membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, 
menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa, dalam bahasa arab, 
pembunuhan disebut al-qatl (لَْتقلا) berasal dari kata تقل yang 
sinonimnya تامأ artinya mematikan.44 
Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 
seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang 
dan/ atau beberapa orang meninggal dunia.
45
 Pembunuhan adalah 
perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang 
mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan 
karena berpisahnya roh dengan jasad korban. Pembunuhan 
merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai 
kemanusiaan yang paling mendasar.
46
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Dari beberapa definisi dan pengertian tersebut dapat diambil 
intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap 
orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan 
tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
47
 
2. Dasar Hukum Pembunuhan 
Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada nash Al Qur‟an di 
bawah ini : 
a. Alquran Surah Al-Baqarah ayat 178 
 ِدْبَعْلِاب ُدْبَعْلاَو ُِّرْلِْاب ُُّرْلْا ىَل ْ تَقْلا فِ ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 ِفُع ْنَمَف ىَثُنلأِاب ىَثُنلأاَو َكِلَذ ٍناَسْحِِإب ِوَْيلِإ ءاََدأَو ٌعاَبِّ تَاف ٌءْيَش ِويِخَأ ْنِم ُوَل َي
 ٌمِيَلأ ٌباَذَع ُوَل َف َكِلَذ َدْع َب ىَدَتْعا ِنَمَف ٌةَْحَْرَو ْمُكِّبَّر ن ِّم ٌفيِفَْتَ-٨ٮٯ - 
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan 
wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat.Barangsiapa yamg melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih”.48 
 
b. Alquran Surah Al-Baqarah ayat 179 
 َنوُق َّ ت َت ْمُكَّلَعَل ِباَبَْللأا ْلُِوأ َْاي ٌةاَيَح ِصاَصِقْلا فِ ْمُكَلَو-٨ٮٰ - 
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Artinya: 
”Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagiamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa”.49 
 
c. Alquran Surah An-Nisaa‟ ayat 92 
 ٍةَنِمْؤ ُّم ٍةَب َقَر ُرِيرْحَت َف ًاَئطَخ ًانِمْؤُم َلَت َق نَمَو ًاَئطَخ َّلاِإ ًانِمْؤُم َلُتْق َي نَأ ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو
 َوُىَو ْمُكَّل ٍّوُدَع ٍمْو َق نِم َناَك نَِإف ْاوُق َّد َّصَي نَأ َّلاِإ ِوِلَْىأ َلَِإ ٌةَمَّلَس ُّم ٌَةيِدَو  ٌنِمْؤْم
 ِوِلَْىأ َلَِإ ٌةَمَّلَس ُّم ٌَةيِدَف ٌقَاثي ِّم ْمُه َن ْ ي َبَو ْمُكَن ْ ي َب ٍمْو َق نِم َناَك نِإَو ٍةَنِمْؤ ُّم ٍةَب َقَر ُرِيرْحَت َف 
 َناََكو ِوّللا َن ِّم ًَةبْو َت ِْيَْعِباَتَتُم ِنْيَرْهَش ُماَيِصَف ْد َِيَ ْ َّلَّ نَمَف ًةَنِمْؤ ُّم ٍةَب َقَر ُرِيرَْتََو ُوّللا
 ًاميِكَح ًاميِلَع-ٰ٩ - 
Artinya:  
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali orang tersalah (tidak sengaja), dan 
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena bersalah 
(hendaklah)ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang 
memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) 
memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 
mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar 
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, maka hendaklah ia 
(si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara 
taubat kepada Allah”.50 
 
d. Alquran Surah An-Nisaa‟ ayat 93 
 ُوَنَعَلَو ِوْيَلَع ُوّللا َبِضَغَو اَهيِف ًادِلاَخ ُمَّنَهَج ُهُؤآَزَجَف ًاد ِّمَع َت ُّم ًانِمْؤُم ْلُتْق َي نَمَو َّدََعأَو
 ًاميِظَع ًاباَذَع ُوَل-ٰ٪ - 
Artinya: 
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja, maka balasanya adalah jahannam, kekal ia didalamnya 
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dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan 
azab yang besar baginya”.51 
 
e. Alquran Surah Al-Maidah ayat 45 
 ِنُُذلأِاب َنُُذلأاَو ِفَنلأِاب َفَنلأاَو ِْيَْعْلِاب َْيَْعْلاَو ِسْف َّ نلِاب َسْفَّ نلا َّنَأ اَهيِف ْمِهْيَلَع اَن ْ بَتََكو
 َّْلَّ نَمَو ُوَّل ٌَةرا َّفَك َوُه َف ِوِب َق َّدَصَت نَمَف ٌصاَصِق َحوُُرْلْاَو ِّن ِّسلِاب َّن ِّسلاَو َابِ مُكَْيَ
 َنوُمِلاَّظلا ُمُى َكِئ َلْوَُأف ُوّللا َلَزنأ-٫٬ - 
Artinya:  
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.Barangsiapa yang 
melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) 
penebus dosa baginya.Barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim”.52 
 
f. Alquran Surah Al-Maidah ayat 32 
 فِ ٍداَسَف َْوأ ٍسْف َن ِْيَْغِب ًاسْف َن َلَت َق نَم ُوََّنأ َلِيئَارْسِإ ِنَِب ىَلَع اَن ْ بَتَك َكِلَذ ِلْجَأ ْنِم
 ًاعي َِجَ َساَّنلا اَيْحَأ َا َّنََّأَكَف اَىاَيْحَأ ْنَمَو ًاعي َِجَ َساَّنلا َلَت َق َا َّنََّأَكَف ِضْرَلأا ْدَقَلَو
 َنوُِفرْسُمَل ِضْرَلأا فِ َكِلَذ َدْع َب مُه ْ ن ِّم ًايِْثَك َّنِإ َُّثُ ِتاَن ِّ ي َبلِاب اَُنلُسُر ْمُه ْتءاَج-٪٩ - 
 
Artinya: 
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan kerana 
membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya.Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya.Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 
banyak dantara mereka sesudah iu susngguh-sungguh malampaui 
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.53 
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g. Alquran Surah Al-Furqan ayat 68 
 َو ِّقَْلِْاب َّلاِإ ُوَّللا َمَّرَح ِتَِّلا َسْفَّ نلا َنوُل ُتْق َي َلاَو َرَخآ ًاَلَِإ ِوَّللا َعَم َنوُعْدَي َلا َنيِذَّلاَو َلا
 ًامَاَثأ َقْل َي َكِلَذ ْلَعْف َي نَمَو َنُونْز َي-٭ٯ - 
Artinya: 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lainbeserta 
Allah dan tdak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia 
mendapat (pembalasan) dosa (nya)”.54 
 
h. Alquran Surah Al Isra‟ ayat 33 
 ِوِِّيلَوِل اَنْلَعَج ْدَق َف ًاموُلْظَم َلُِتق نَمَو ِّقَلِْاب َّلاِإ ُوّللا َمَّرَح ِتَِّلا َسْف َّ نلا ْاوُل ُتْق َت َلاَو
 ًاروُصْنَم َناَك ُوَّنِإ ِلْتَقْلا ِّفِ فِرْسُي َلاَف ًانَاطْلُس-٪٪ - 
Artinya:  
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang 
benar.Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya 
Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi 
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh.Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan”.55 
 
Disamping terdapat dalam Alqur‟an, hukuman ini juga 
dijelaskan dalam sunah Nabi saw, anara lain sebagai berikut: 
Hadis Ibn Mas‟ud 
 
 : ملسو ويلع للها ىلص ِللها ُلْوُسَر َلَاق :َلَاق ُوْنَع ُللها َيِضَر ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَع ُّل َِيَ َلا
 ُبِّيَّ ثلا : ٍثَلاَث ىَدْحِِإب َّلاِإ ِللها ُلْوُسَر ِّنَِّأَو ُللها َّلاِإ َوَلِإ َلا ْنَأ ُدَهْشَي ٍمِلْسُم ٍِئرْما ُمَد
 ِةَعاَمَجِْلل ُِقراَفُمْلا ِوِْنيِدِل ُِكراَّتلاَو ِسْف َّ نلِاب ُسْف َّ نلاَو ،نِّاَّزلا 
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Dari Ibn Mas’ud ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak 
halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan 
salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (zina muhshan), 
(2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamnya yang 
memisahkan diri dari jama’ah.”56 
 
Dari beberapa ayat Alqur‟an dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa 
pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara‟ dan ajaran 
Islam melarang keras adanya pembunuhan, kecuali ada alasan yang 
dibenarkan oleh hukum syara‟. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua 
golongan yaitu: 
a. Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan karena 
ada unsur permusuhan dan penganiayaan. 
b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu setiap pembunuhan yang 
tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan 
yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman mati 
(qishas).
57
 
Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa 
tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 
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a. Pembunuhan sengaja 
1) Pengertian pembunuhan sengaja 
Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh 
Abdul Qadir Audah adalah pembunuhan sengaja adalah suatu 
pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh 
korban. 
Dari dua definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa 
pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku 
perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia 
menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang 
yang menjadi korban.
58
 
2) Unsur-Unsur Pembunuhan Sengaja 
Dari definisi yang telah diemukakan diatas, dapat kita 
ketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga 
macam, yaitu sebagai berikut: 
a) Korban yang Dibunuh adalah Manusia yang Hidup 
Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah 
korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian 
apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah 
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meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari 
hukuman qishash atau dari hukuman-hukuman yang lain. 
Akan tetapi apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat 
maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang 
sedang sekarat termasuk masih hidup.
59
 
b) Kematian adalah Hasil dari Perbuatan Pelaku 
Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan 
sebab akibat, yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan 
akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila 
hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan 
oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai 
pembunuh sengaja. 
c) Pelaku tersebut Menghendaki Terjadinya Kematian 
Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja 
apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh 
korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya 
saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan 
antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan 
menyerupai sengaja.
60
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b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja 
1) Pengertian Pembunuhan Menyerupai Sengaja 
Menurut Hanifiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir 
Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah 
Pembunuhan menyerupai sengaja adalah seuatu pembunuhan 
diaman pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, 
cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan 
kematian.
61
 
Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat 
diambil intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, 
perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada 
niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.Sebagai bukti 
tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari 
alat yang digunkan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak 
akan mematikan , seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, 
atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk 
pembunuhan menyeruapai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang 
digunakan untuk membunuh pada umumya mematikan, seperti 
senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan 
tersebut termasuk pembunuhan sengaja.
62
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2) Unsur-Unsur Pembunuhan Menyeruapai Sengaja 
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat 
diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja 
itu ada tiga macam. 
a) Adanya Perbuatan dari Pelaku yang Mengakibatkan 
Kematian 
Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa 
pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian 
korban, baik berupa pemukulan, pelukan, atau lainnya. Adapun 
alat atau cara yang digunakan tidak tertentu.Artinya, kadang-
kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, sepeerti kayu, rotan, 
tongkat, batu, atau cambuk.
63
 
b) Adanya Kesengajaan dalam Melakukan Perbuatan 
Dalam pembunuhan menyerupai sengaja 
diisyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk 
melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan 
matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh. 
Disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja 
dengan pembunuhan menyerupai sengaja. 
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c) Kematian adalah Akibat Perbuatan Pelaku 
Antara perbuatan pelaku dan kematian korban 
terdapat hubungan sebab akibat.Yaitu bahwa kematian yang 
terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku. 
c. Pembunuhan Karena Kesalahan 
1) Pengertian Pembunuhan Karena Kesalahan 
Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana 
dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut: 
Pembunuhan karena kesalahan adalah apabla seseorang 
mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk 
dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik 
suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin 
keslamatannya dan membunuhnya. 
 
Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil 
intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama 
sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan 
yang dilarang, dan tindak dipidana pembunuhan terjadi karena 
kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan 
yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, 
tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut 
timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. 
Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau 
51 
 
kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. 
64
 
2) Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan 
 Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana 
dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, ada tiga bagian yaitu: 
a) Adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Matinya Korban 
 Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena 
kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan 
tersebut maupun tidak.  
b) Perbuatan tersebut Terjadi karena Kekeliruan (Khatha’) 
 Kekeliruan (al-khatha‟) merupakan unsur yang berlaku 
untuk semua jarimah. Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat 
maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini 
terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat ayng tidak 
dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung 
maupun tidak langsung dikehendaki oleh pelaku atau tidak. 
Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kekeliruan, 
kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena 
kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar 
peraturan pemerintah. 
                                                           
64
Ibid,. hlm. 144. 
52 
 
c) Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kekeliriuan dan 
Kematian 
 Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku kedalam 
pembunuhan karena kekeliriuan, disyaratkan bahwa kematian 
merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan 
(al-khatha’) merupakan penyebab (illat) bagi kematian 
tersebut.Dengan demikian, antara kekeliruan (al-khatha‟) dan 
kematian terdapat hubungan sebab akibat.
65
  
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam bab diatas sudah dijelaskan bahwa pembunuhan dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu pebunuhan sengaja, pembunuhan 
menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. 
a. Hukum Untuk Pembunuhan Sengaja 
 Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan 
beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok 
dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. 
Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja qishash dan kifarat, 
sedangkan penggatinya adalah diat dan ta‟zir. Adapun hukuman 
tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. 
 Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk 
pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan 
oleh para fuqaha. Syafi‟iyah mengakuinya dengan mengiaskannya 
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kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara fuqaha yang lain 
tidak mengakuinya. Dalam uraian dibawah ini, hukuman-hukuman 
tersebut akan dielaskan satu per satu. 
1) Hukuman Qishash 
a) Pengertian Qishash 
 Qishash dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. 
Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena 
orang yang berhak atas qishash mengikuti dan menelusuri jejak 
tindak pidana dari pelaku. Qishash juga diartikan 
keseimbangan dan kesepadanaan. Dari pengertian yang kedua 
inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah. Menurut 
istilah syara‟, qishash adalah memberikan balasan kepada 
pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Dalam redaksi yang 
berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi qishaas adalah 
menjalankan hukuman kepada palaku persis seperti apa yang 
dilakukannya. 
b) Dasar Hukuman Qishas 
 Hukuman qishas disyariatkan berdasarkan Alqur‟an, 
sunnah, dan Ijma‟. Dasar hukum dari Alquran terdapat dalam 
beberpa ayat, antara lain sebagai berikut. 
(1) Surah Al-Baqarah ayat 178 
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 َبِتُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ِدْبَعْلِاب ُدْبَعْلاَو ُِّرْلِْاب ُُّرْلْا ىَل ْ تَقْلا فِ ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع
 ٍناَسْحِِإب ِوَْيلِإ ءاََدأَو ِفوُرْعَمْلِاب ٌعاَبِّ تَاف ٌءْيَش ِويِخَأ ْنِم ُوَل َيِفُع ْنَمَف ىَثُنلأِاب ىَثُنلأاَو
 َدَتْعا ِنَمَف ٌةَْحَْرَو ْمُكِّبَّر ن ِّم ٌفيِفَْتَ َكِلَذ ٌمِيَلأ ٌباَذَع ُوَل َف َكِلَذ َدْع َب ى-٨ٮٯ - 
 
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 
(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi 
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah 
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat.Barangsiapa yamg melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih”.66 
 
(2) Al-Baqarah ayat 179 
 
 َنوُق َّ ت َت ْمُكَّلَعَل ِباَبَْللأا ْلُِوأ َْاي ٌةاَيَح ِصاَصِقْلا فِ ْمُكَلَو-٨ٮٰ - 
Artinya:  
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya.Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.67 
 
(3) Al-Maidah ayat 45 
 
 ِسْف َّ نلِاب َسْفَّ نلا َّنَأ اَهيِف ْمِهْيَلَع اَن ْ بَتََكو َنُُذلأاَو ِفَنلأِاب َفَنلأاَو ِْيَْعْلِاب َْيَْعْلاَو
 َّْلَّ نَمَو ُوَّل ٌَةرا َّفَك َوُه َف ِوِب َق َّدَصَت نَمَف ٌصاَصِق َحوُُرْلْاَو ِّن ِّسلِاب َّن ِّسلاَو ِنُُذلأِاب
 َنوُمِلاَّظلا ُمُى َكِئ َلْوَُأف ُوّللا َلَزنأ َابِ مُكَْيَ-٫٬ - 
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Artinya:  
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya.Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.68 
 
Disamping terdapat dalam Alquran, hukuman qishash ini 
juga dijelaskan dalam sunah Nabi saw, antara lain sebagai berikut. 
 
 ُّل َِيَ َلا : ملسو ويلع للها ىلص ِللها ُلْوُسَر َلَاق :َلَاق ُوْنَع ُللها َيِضَر ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَع
لا : ٍثَلاَث ىَدْحِِإب َّلاِإ ِللها ُلْوُسَر ِّنَِّأَو ُللها َّلاِإ َوَلِإ َلا ْنَأ ُدَهْشَي ٍمِلْسُم ٍِئرْما ُمَد ُبِّيَّ ث
 ِةَعاَمَجِْلل ُِقراَفُمْلا ِوِْنيِدِل ُِكراَّتلاَو ِسْف َّ نلِاب ُسْف َّ نلاَو ،نِّاَّزلا 
 
Dari Ibn Mas’ud ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: 
“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya 
Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) 
duda yang berzina (zina muhshan), (2) membunuh jiwa, dan 
(3) orang yang meninggalkan agamnya yang memisahkan diri 
dari jama’ah.”69 
 
 
c) Syarat-Syarat Qishash 
Hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan apabila 
syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat-syarat tersebut adalah 
sebagai berikut. 
(1) Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh) 
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Wahbah Zuhaili mengemukakan ada empat syarat 
yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk bisa 
diterapkannya hukuman qishash. Keempat syarat tersebut 
adalah sebagai berikut.
70
 
(a) Pelaku harus mukallaf, yaitu balig dan berakal. Dengan 
demikian, qishash tidak bisa dilaksanakan untuk anak 
yang masih dibawah umur dan orang gila, karena 
keduanya tidak layak untuk dikenai hukuman. 
(b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yaitu 
dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud 
menghilangkan nyawa korban .apabila pelaku tidak 
berniat menghilangkan nyawa korban, ia tidak 
dikenakan hukuman qishash. 
(c) Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai 
kebebasan. 
Syarat ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, kecuali 
Imam Zufar. Dengan demikian menurut mereka tidak ada 
hukuman qishash bagi orang yang dipaksa melakukan 
pembunuhan.Menurut jumhur ulama termasuk Zufar, orang 
yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus 
dikenakan qishas.
71
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(2) Syarat-Syarat untuk Korban (yang Dibunuh) 
Untuk dapat diterapkannya hukuman qishash 
kepada pelaku harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan 
dengan korban. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut. 
(a) Korban harus orang yang ma‟shum ad-dam. Artinya, ia 
(korban) adalah orang yang dijamin keslamatannya oleh 
negra Islam. Dengan demikian, apabila korban 
kehilangan jaminan keslamatannya, tidak dapat 
dikenakan hukuman qishash. 
(b) Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya, antara 
keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Dengan 
demikian, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, 
tidak dapat diqishash karena membunuh anaknya atau 
cucunya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. 
(c) Jumhur ulama selain Hanafiyah mensyaratkan, 
hendaknya korban seimbang dengan pelaku 
(pembunuh).  
(3) Syarat untuk Perbuatan (Pembunuhan) 
Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah 
Zuhaili mengemukakan bahwa untuk bisa diterapkannya 
hukuman qishash bagi pelalu disyaratkan perbuatan 
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pembunuhan harus perbuatan langsung (mubasyarah), 
bukan perbuatan tidak langsung (tasabbub).Apabial 
perbuatan tidak langsung maka hukumannya bukan qishash 
melainkan diat. 
(4) Syarat untuk Wali (Keluarga) Korban 
 Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah 
Zuhaili mensyaratkan bahwa wali dari korban yang 
memiliki hak qishash harus jelas diketahui. Apabila wali 
korban tidak diketahui, hukuman qishash tidak bisa 
dilaksanakan, 
72
 
d) Pelaksanaan Hukuman Qishash 
(1) Mustahik (yang berhak) atau Qishash 
Pemilik hak qishash atau yang melaksanakannya atau juga 
disebut waliyyuddam menurut jumhur ulama, yang terdiri atas 
Hanafiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi‟iyah. 
Apabila korban (maqtul) tidak mempunyai ahli waris 
selain saudara seagama (sesama muslim), menurut kesepakatan 
para fuqoha, masalahnya di serahkan kepada pemerintah. 
Apabila pemerintah memandang hukuman qishash tetapi 
apabial pemerintah memandang pemaafan dengan kompensesi 
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harta lebih maslahat, pelaku dimaafkan dan ia wajib membayar 
diat.
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(2) Kekuasaan untuk Melaksanakan Hukuman Qishash 
 Apabila mustahik qishash itu sendirian dan sudah 
dewasa serta berakal sehat, ia berhak melaksanakan 
hukuman qishash. Hal ini didasarkan kepada firman Allah 
dalam Surah Al-Israa‟ ayat 33. 
 َلُِتق ْنَمَو...  ُوَِّنإ ِلْتَقْلا فِ ْفِرْسُي َلاَف ُانَاطْلُس ِوِِّيلَوِل اَنْلَعَج ْدَق َف اًمْوُلْظَم
اًرْوُصْنَم َناَك 
 
… Dan barang siapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya 
kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi 
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan.74 
 
 
 
e) Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qishash 
  Hukuman qishash dapat gugur karena salah satu dari empat 
sebab, sebagai berikut.
75
 
(1) Hilangnya Objek Qishash 
Objek qishash dalam tindak pidana pembunuhan adalah 
jiwa (nyawa) pelaku pembunuhan. Menurut Hanafiyah dan 
Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, 
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apabila qishash gugur karena meninggalnya sipelaku 
(terhukum), ia tidak diwajibkan untuk membayar diat. 
Alasannya adalah karena qishash wajib ain.Apabila pelaku 
meninggal kewajiban tersebut menjadi gugur, dan wali 
(keluarga) korban tidak berhak untuk mengambil diat 
kecuali dengan persetujuan pelaku. 
(2) Pengampunan 
Pengampunan terhadap qishash dibolehkan menurut 
kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan 
dengan pelaksanaanya. 
(3) Shulh (Perdamaian) 
Shulh dalam arti bahasa adalah memutuskan perselisihan. 
Dalam istilah syara‟, seperti dikemukakan oleh Sayid 
Sabiq, shulh adalah Suatu akad (perjanjian) yang 
menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang 
bersengketa (berpekara). Apabila pengertian tersebut 
diakitkan dengan qishash, shulh berarti perjanjian atau 
perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak 
pembunuh untuk membebaskan hukuman qishash dengan 
imbalan. 
  Shulh (perdamaian) ini statusnya sama dengan 
pemaafan, baik dalam hak pemiliknya, maupun dalam 
pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan 
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qishash. Perbedaanya dengan pngampunan adalah 
pengampunan itu pembahasan qishash tanpa imbalan, 
sedangkan shulh adalah pembebasan dengan imbalan.
76
 
(4) Diwarisnya Hak Qishash 
 Hukuman qishash dapat gugur apabila wali korban 
menjadi pewaris hak qishash. 
2) Hukuman Kifarat 
 Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana 
pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan 
untuk para fuqaha.Hukuman kifarat tidak wajib dilaksanakannya 
dalam pembunuhan sengaja.Hal ini karena kifarat merupakan 
hukuman yang telah ditetapkan oleh syara‟ untuk pembunuhan 
karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan 
pembunuhan sengaja. 
3) Hukuman Diat 
 Hukuman qishash dan kifarat untuk pembunuhan sengaja 
merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut 
tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh 
syara‟ maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat untuk 
qishash dan puasa untuk kifarat. 
a) Pengertian Diat 
b) Jenis-jenis Diat dan Kadarnya 
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c) Pemberatan dan Peringanan Diat 
4) Hukuman Ta’zir 
 Hukuman yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah tazir. 
Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak di qishash, ia wajib 
dikenakan tazir, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama 
satu tahun. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman ta‟zir 
tidak wajib dilaksanaakan, melainkan diserahkan kepada hakim 
yang memutuskan. 
5) Hukuman Tambahan 
 Disamping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula 
hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan 
hak waris dan wasiat.Pembunuhan yang menghalangi hak waris, 
menurut jumhur ulama adalah pembunuhan yang melawan hukum, 
tanpa hak, yang dilakukan oleh orang balig dan berakal, baik 
sengaja maupun kekeliriuan.Sedangkan menurut Malikiyah, 
pembunuhan yang menjadi penghalang warisan adalah 
pembunuhan sengaja, termasuk menyerupai sengaja yang dikenal 
dengan jumhur.Dengan demikian pengahapusan karena kesalahan 
tidak menghapuskan hak waris. 
b. Hukuman Untuk Pembunuhan Menyerupai Sengaja 
 Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam 
diancam dengan beberapa hukuman, sebagian pokok pengganti, 
dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok tindak 
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pidana menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. 
Sedangkan hukuman tambahan adalah ta‟zir.77 
1) Hukuman Diat 
 Pembunuhan menyerupai sengaja tidak diancam dengan 
hukuman qishash, melainkan hukuman diat mughalladzah. Imam 
Malik berpendapat bahwa syibhul „amd (menyerupai sengaja) sama 
dengan sengaja dalam pembebanan diat kepada harta pelaku, 
kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tau terhadap anaknya 
yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan 
pedang atau tongkat. Kadar diat yang ditanggung oleh aqilah‟ 
(keluarga) tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. 
2) Hukuman Kifarat 
 Menurut jumhur ulama, selain Malikiyah, hukuman kifarat 
diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja.Hal ini 
karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena 
kesalahan, dalam hal tidak dikenakannya qishash, pembebanan diat 
kepada aqilah dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun. 
3) Hukuman Ta‟zir 
 Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan 
atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta‟zir, hal 
ini hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman sesuai 
dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. 
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4) Hukuman Tambahan 
 Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam 
pembuuhan menyerupai sengaja juga terdapat dalam hukuman 
tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. 
5) Hukuman Untuk Pembunuhan Karena Kesalahan 
Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan 
adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat 
melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan 
tersebut karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. 
78
 
1) Hukuman Diat 
  Hukuman diat untuk pembunuhan karena kesalahan adalah 
diat mukhaffafah, yaitu diat yang diperingan.Keringanan tersebut 
dapat dilihat dari tiga aspek berikut. 
a) Kewajiban pembayaran dibedakan kepada „aqilah (keluarga). 
b) Pembayaran diangsur selama tiga bulan. 
c) Komposisi diat dibagai menjadi liama kelompok. 
(1) 20 ekor unta bintu makhadh (unta betina 1-2 tahun) 
(2) 20 ekor unta ibnu makhadh (unta betina 1-2 tahun) 
(3) 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun) 
(4) 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun) 
(5) 20 ekor unta jadza‟ ah (umur 4-5 tahun) 
2) Hukuman Kifarat 
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Hukuman kifarat dalam pembunuhan ini merupakan hukuman 
pokok. Jenis pembunuhannya yaitu memerdekakan hamba 
yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman 
penggantinya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. 
3) Hukuman Pengganti 
Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan, 
yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengagnti 
memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh. 
Sedangkan hukum ta‟zir sebagai pengganti diat apabila 
diamaafkan dalam pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada, 
dan ini disepakati oleh para fuqaha. 
4) Hukuman Tambahan 
Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan karena 
kesalahan adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Menurut 
jumhur ulama, pembunuhan karena kesalahan tetap dikenakan 
hukuman tambahan karena hukuman ini termasuk kepada 
pembunuhan yang melawan hukum.
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BAB III 
OVERMACHT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Overmacht Dalam Hukum Positif 
1. Pengertian Overmacht 
Aspek keadaan memaksa di bidang Hukum Pidana yang dikenal 
dengan sebutan overmacht ini menurut Hazewinkel Suringa menyatakan: 
“Wat overmcaht is waarom zij straffeloosheid meebrengi en of deze 
laatste het feit zelf of de dader betreft in het duister”. 
 
Terjemahan bebas:  
“Apa sebenarnya overmacht itu, apa sebabnya ia telah membuat sesuatu 
hukuman menjadi tidak dapat dijatuhkan, dan apakah yang dimaksudkan 
terahkir ini berkenaan dengan perbuatannya atau berkenaan dengan 
pelakunya, adalah tetap tidak jelas”.1 
 
Secara kepidanaan overmacht terdapat pada Pasal 48 KUHP yang 
menentukan “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya 
paksa, tidak dipidana”.2 Kata “daya paksa” ini adalah salinan kata belanda 
“Overmacht”, yang artinya kekutan atau daya yang lebih besar.3 Menurut 
bunyi pasal teersebut, daya paksa (overmacht) menjadi dasar peniadaan 
hukuman. Akan tetapi pasal tersebut tidak memberikan pengertian dan 
                                                           
1 Suhandi Cahaya, “Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa,” Jurnal Hukum 
Pembangunan tahun ke-42 Nomor 4, 2012, hlm. 520. 
2 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet ke-x, 2003), hlm. 25. 
3 Moeljatno, “Asas-asas Hukum Pidana,” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 139. 
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penjelasan tentang overmacht itu sendiri. Pengertian dan penjelasan 
tersebut diberikan oleh sarjana-sarjana hukum. 
Datangnya daya paksa (overmacht) tesebut sebagaimana yang 
dapat diartikan secara luas dari kata-kata “terdorong” ada kalanya dari 
manusia atau dari gejala-gejala alam, keadaan dan serangan hewan.
4
 
Undang-undang hanya menyebut tentang tindak pidana seseorang 
melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. 
Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan daya 
paksa (overmacht). 
Menurut Profesor van Hamel overmacht yaitu suatu keadaan yang 
menggambarkan adanya suatu ketidak mungkinan untuk memberikan 
perlawanan. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan 
Pasal 48 KUHP, overmacht disebut sebagai “suatu yang datang dari luar 
yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya” dan telah dirumuskan sebagai 
kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri, setiap tekanan dimana 
terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat 
memberikan perlawanan.
5
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Overmacht ini merupakan kekuatan yang datang dari luar, yang 
disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi, atau juga yang 
dipaksa oleh orang lain. Jadi, overmacht adalah suatu penegrtian yang 
normatif. Adalah peristiwa diamana seseorang karena ancaman bahaya, 
dipaksa melakukan suatu tindak pidana. Ia bisa melawan ancaman 
tersebut, akan tetapi apabila hal ini dilakukannya akan merupakan suatu 
perbuatan nekad yang berakibat fatal bagi dirinya. Barangsiapa yang 
diancam oleh seseorang dengan sebuah pistol, menembak mati orang lain, 
apabila hal ini dibenarkan dapat dianggap sebagai overmacht. Ia tidak 
dipidana karena tanduknya pada ancaman tersebut, diakui sebagai suatu 
yang dapat dimaafkan.
6
 Jadi overmacht bisa diartikan suatu pengertian 
yang normatif, yaitu peristiwa dimana seseorang dipaksa melakukan suatu 
perbuatan pidana (delik), karena adanya ancaman bahaya, karena dibawah 
tekanan sehingga ia tidak bisa berbuat lain dari apa yang telah 
dilakukannya. Ancaman tersebut datangnya dari luar diri pembuat 
(pelaku).
7
 
2. Macam-Macam Overmacht 
Ada tiga macam daya paksa (overmacht) yang dikemukakan oleh J.E. 
Jonkers, sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo, yaitu: 
                                                           
6 J.E. Sahetapy, “Hukum Pidana,” (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 153. 
7
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a. Daya paksa absolut (absolute overmacht/vis absoluta) 
Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu 
yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya, ia tidak mungkin 
memilih jalan lain.
8
 Daya paksa ini mempunyai dua sifat yakni: 
1) Paksaan Lahir (phisik), misalnya orang yang dipukul oleh orang 
lain, badan terpental jatuh memecahkan pintu kaca, maka dia tidak 
dapat dituntut pidana dengan alsan merusak barang orang lain. 
2) Paksaan Batin (psikis), misalnya orang yang berbuat sesuatu diluar 
kesadaran manusia biasa, seperti orang dibius, atau rangsangan 
batin yang lain. 
b. Daya paksa relatif (relative overmacht/ vis compulsiva) 
Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan 
seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, 
suatukeadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan berbuat 
yang pada kenyataanya melanggar Undang-Undang, yang bagi setiap 
orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung 
resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya.
9
 
Misalnya seorang anaknya diculik kemudian dia dipaksa untuk 
membunuh orang lain dengan ancaman anaknya akan dibunuh. 
                                                           
8Desy Rebecca Ratu, “Keadaan Terpaksa Seagai Bagian Dari Daya Paksa Pasal 48 KUHP 
(Kajian Putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/PID.SUS/2014,” 
Jurnal Lex Crimen, Vol. VI Nomor 10, 2017, hlm. 57. 
9  A. Zainal Abidin Farid, “Hukum Pidana 1,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 193. 
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c. Keadaan Darurat (noodstoestand) 
Noodtoestand atau keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana suatu 
kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari 
ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataanya 
melanggar kepentingan hukum yang lain.
10
 
3. Dasar Hukum Overmacht 
Dalam hukum pidana Indonesia, overmacht diatur dalam BAB III  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi 
“Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak 
dipidana”. 
Pasal tersebut mengandung unsur-unsur: 
a. Melakukan perbuatan  
b. Suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana, dengan katalain 
mempunyai relevensi dari sudut pandang hukum pidana tersebut. 
Karena pengaruh daya paksa 
a. Tidak dipidana 
Tidak dipidana maksudnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum jika pengadilan berpendapat baha perbuatan yang didakwakan 
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kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana.
11
 
4. Alasan Penghapus Pidana 
Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan 
yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, UU 
pidana seperti UU lainnya mengatur hal-hal yang umum dan yang akan terjadi 
(mungkin akan terjadi. Sehingga, masih menurut berdasarkan sifatnya ini 
maka UU pidana mengandung kemungkinan akan dijathkannya hkuman yang 
adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah dan keadilan 
hukum dalam penyelesaian satu perkara pidana. 
Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau 
keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan 
perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman Kitab 
Undang-Undang Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena: 
1) Orangnya tidak dapat dipersalahkan 
2) Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. 
Bab I dan Bab II KUHP memuat: “Alasan-alasan yang menghapuskan, 
mengurangkan dan memberatkan pidana”. Alasan penghapus pidana 
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adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dapat dipidana.
12
 
Alasan penghapus pidana dapat dibedakan antara lain atas alasan 
pembenar yang terkait dengan perbuatan dan alasan pemaaf yang terkait 
dengan sikap batin seseorang. Alasan penghapus pidana, dapat terjadi 
karena perbuatannya yang tidak dapat dipidana. Dalam hubungan ini, 
maka alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi:
13
 
a. Alasan Pembenar (rechtsvaardigingsgrond); 
Menurut Moeljatno, alasan pembensr merupakan alasan yang 
menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang 
dilakkan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
14
 
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawaan hukumnya perbuatan, 
artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan 
alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan yang 
termasuk dalam alasan pembenar adalah: 
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1) Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP). 
2) Pembelaan terpaksa/ noodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHP). 
3) Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP). 
4) Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).15 
b. Alasan Pemaaf (schulduitsluitingsgrond); 
Menurut Moeljatno alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap 
merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak 
ada kesalahan.
16
 Alasan pemaaf ini menyangkut keadaan diri pribadi si 
pembuat, artinya si pembuat tidak dapat dicela atau tidak dapat 
dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan 
perkataan lain alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya si 
pembuat. Yang termasuk alasan pemaaf adalah: 
1) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP). 
2) Daya paksa/overmacht (Pasal 48 KUHP). 
3) Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2). 
4) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat2).17 
 
                                                           
15
Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum..., hlm. 155. 
16 Frans Maramis, “Hukum Pidana Umum…, hlm. 135. 
17Made Widnyana, “Asas-Asas Hukum…, hlm. 138. 
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5. Implementasi Sanksi Bagi Pelaku Overmacht dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan 
Implementasi sanksi bagi pelaku Overmacht dalam hukum pidana 
positif ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang pada intinya tidak dapat 
dihukum pidana, dan ini berlaku juga untuk tindak pidana pembunuhan yang 
mengakibatkan hapusnya sifat melawan hukum, tapi dengan syarat ada bukti 
yang kuat dan dengan alasan pembenar. 
Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini yaitu mengorbankan 
kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau 
mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Kriteria yang dapat 
digunakan dalam menentukan suatu paksaan tersebut yaitu merupakan 
perbuatan yang dapat dibenarkan sehingga termasuk dalam overmacht yaitu 
pada resiko yang akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari 
perbuatan yang dilakukannya. Dan apabila yang dilakukan kepentingan yang 
dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada 
hal yang memaksa (Overmacht), maka pelaku dalam hal ini harus 
dihukum.Wiryono Projodikoro memberikan kriteria yang berbeda mengenai 
overmacht. Beliau berpendapat bahwa apabila kepentingan yang dikorbankan 
hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau 
kepentingan tu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak 
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dikenai hukuman pidana.
18
 Contoh kasus yang berjudul Kisah Santri Madura 
Hajar Begal Bercelurit di Bekasi Hingga Tewas. Indahnya pemandangan 
malam di Bekasi malah berujung aksi pembegalan. Hal itu dirasakan Moh 
Irfan Bahri yang sedang menikmati liburan di Bekasi, Jawa Barat.Tidak surut 
daya, dia kemudian nekat melawan balik hinga menewaskan pelaku. 
Duduk perkaranya adalah sebagai berikut: 
Santri ngabdi Pondok Pesantren Darul Ulum, Bandungan, Pakong, 
Pamekasan, Madura itu sedikit mengulas kembali aksi heroiknya pada Rabu, 
23 mei 2018 malam lalu. Pukul 22.00 WIB, dia bersama sepupunya Rofiki 
tengah santai seruput kopi di Alun-Alun Kota Bekasi usai tarawih. Masuk 
tengah malem dan berpisah dengan teman-teman lainya, mereka berdua 
bermaksud menikmati gemerlap lampu Kota Bekasi melalui Flayover 
Summarecon yang terkenal artistic. Tidak lupa juga keduanya berfoto.Kurang 
lebih 15 menit kemudian, datamg dua orang bawa motor Beat tiba-tiba 
ngeluarin celuritnya, nodongin. Mana Hp kamu katanya, sambil 
menodongkan celuritnya, 
Peristiwa itu seketika merusak kenyamanan keduanya. Rofiki 
memeilih pasrah dan memberikan ponsel kepada pelaku atas nama Aric 
Saaipulloh. Meski begitu, todongan celurit tidak berhrnti. Tanpa piker 
                                                           
18 Wiryono Projodikoro, “Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia”, (Bnadung: Eresco, 2008), 
hlm. 85.  
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panjang, Irfan menjadi sasaran selamjutnya lansgung disabet dengan 
senjata tajam itu. Kok luka, terus dia bacok saya lagi, saya tangkis.Saya 
tending kakinya, jatuhin kebawah. Setelah dia jatuh, celuritnya masih 
mengenai saya, jatuhnya ke pipi sama tangan saya. Terus saya rebut 
celurit dari tangan saya pakai tangan kanan saya. Saya bacok dia,” beber 
pemuda asli Madura itu.Kurang lebih tiga sampe empat sabetan celurit 
dilayangkan Irfan ke pelaku.Sadar mendapat perlawanan keras, gentian si 
begal meminta ampun sambil mengembalikan ponsel milik Rofiki. 
Kemudian kedua pelaku langsung melarikan diri.Irfan dan Rofiki 
kemudian menyambangi klinik terdekat dan di susul membuat laporan ke 
Polres Metro  Bekasi Kota. Sementara kedua pelakua diektahui menuju 
RS Anna Medika Bekasi Utara.Namun nayawa Aric tidak tertolong karena 
mengalami pendarahan.
19
 
Dari kasus diatas sesuai dengan hasil penyelidikan dari Kapolres 
Metro Bekasi Kombes Indarto Moh Irfan Bahri terjerat Pasal 49 ayat 1 
KUHP yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, 
mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan 
orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan 
segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. 
                                                           
19https://www.liputan6.com/news/read/3544584/kisah-santri-madura-hajar-begal-
bercelurit-di-bekasi-hingga-tewas, diakses pada tanggal 09 Mei 2019. 
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Jadi kasus Moh Irfan ini tidak bisa dipidanakan karena tidak ada 
perbuatan yang melawan hukum, jadi perbuatan mereka berdua termasuk 
dalam kategori bela paksa. Jadi perbuatan mereka dibenarkan di depan 
hukum. 
Dan ini justru Rofiki dan Moh Irfan Bahri mendapatkan penghargaan 
yang diberikan pihak kepolisian karena mereka merupakan apsresiasi atas 
sikap keberanian dan kemampuan melawan kejahatan.Dan ini tetap ada 
pesan untuk masyarakat agar bijaksana saat bermaksud membela diri.Jika 
kekuatan dinilai tidak seimbang, menyerah demi menghindari hal yang 
tidak diinginkan dapat menjadi prioritas.Ini bukan hanya mengnspirasi 
masyarakat tetapi ini juga menginspirasi polisi agar kita mampu melawan 
kejahatan. 
B. Overmacht Dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Paksaan (Ikrah) 
Overmacht dalam hukum Islamialah ikrah dan Dharurah secara 
bahasa ini artinya memaksa.
20
 Secara terminologis terdapat beberapa 
pendapat yang berbeda tentang pengertian ikrah dibawah ini: 
Abdul Qadir Audah memberikan pengertian ikrah yaitu suatu 
perbuatan  yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri 
orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk 
                                                           
20 Ali Yafie, dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II, (Jakarta: Kharisma ilmu, 2009), 
hlm. 228. 
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mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa darinya.
21
 Sedangkan 
Muhammad Abu Zahrah memberikan pengertian tentang ikrah yaitu 
memyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya. 
Para fuqaha telah memberikan beberapa pengertian tentang paksaan 
(Ikrah) sebagai berikut: 
a. Paksaan adalah perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena 
(pengaruh) orang lain. Karena itu, hilang kerelaannya dan merusak 
(tidak sempurna) pilihannya. 
b. Paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul/keluar dari pemaksa dan 
menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang 
mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh 
pemaksa) darinya. 
c. Paksaan adalah orang yang mengancam seseorang dengan sesuatu 
yang tidak disenangi untuk melakukan suatu perbuatan yang 
menghilangkan kerelaanya (orang yang paksa). 
d. Paksaan adalah perbuatan yang ditimbulkan kepada seseorang yang 
membahayakan atau menyakiti orang tersebut.
22
 
Apabila kita perhatikan dari beberapa pengertian diatas, amka yang 
berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu 
                                                           
21 Abdul al-Qadir Audah, “At-Tasyri Al-Jinaty Al-Islamy Jilid I”, (Beirut: Dar al- Kitab al- 
Arabi, 2009), hlm. 563. 
22 Umar Shihab, dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu, 2009), 
hlm. 220. 
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ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang dipaksa yang 
membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. 
Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa peyiksaan, 
ancaman pembunuhan, pemukulan dan lain-lain. 
Dharurah dapat dipersamakan dengan ikrah. Perbedaannya hanya 
pada sebab timbulnya perbuatan di mana ikrah seseorang mendapatkan 
ancaman yang berasal dari orang lain, orang lain tersebut adalah manusia, 
sedangkan dalam dharurah seseorang tidak diancam oleh orang lain 
melainkan ia mendapat dorongan dalam keadaan yang mengharuskan ia 
melakukan perbuatan yang terlarang.
23
  
Dharurah menurut makna artinya bahaya. Secara terminologis 
Muhammad Abu Zahrah memberikan pengertian dharurah adalah 
menghilangkan sesuatu yang diharamkan karena bisa menyebabkan 
bahaya sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan dharurah sebagai 
datangya bahaya atau kesulitan (masaqqah) yang amat berat pada manusia 
yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudarat atau sesuatu yang 
menyakitkan atas jwa, anggota tubuh, akal, harat dan bertahan dengannya. 
Dan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
dharurah adalah situasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian 
                                                           
23 Ahmad Hanafi, “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hlm. 
363. 
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atau mendekati kematian. Dengan kata lain pengertian tersebut mengarah 
kepada tujuan pemeliharaan jiwa. Wahbah Zuhaili menilai pengertian-
penegertian dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. 
Maka ia menambahkan selain memelihara jiwa, dharurah juga 
memelihara akal kehormatan dan memelihara harta.
24
 
2. Macam-macam paksaan 
Paksaan dalam hukum pidana Islam ini dibagi menjadi dua macam, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Ikrah mulji’ 
Ikrah mulji’ adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan 
merusak pilihan/ikhtiyar (orang yang dipaksa). Paksaan jenis ini 
dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa.
25
 Wahbah 
Zuhaily mendefinisikan ikrah mulji’ sebagai pemaksaan yang membuat 
seseorang tidak memiliki  kemampuan atau pilihan, seperti seseorang 
mengancam orang lain  dengan sesuatu yang merusak dirinya, atau organ 
tubuhnya, atau pukulan yang berlebihan secara beruntun yang 
dikhawatirkan dapat membinasakan diri, sebagian anggota tubuh, baik 
pukulan itu sedikit atau pun banyak.
26
Adapun paksaan ikrah mulji’ 
                                                           
24 Muhammad Abu Zahra, “Ushul al-Fiqh”, (Beirut: Daar- al-Fikr al-„Arab), hlm. 633.  
25 Umar Shihab, dkk, Ensiklopedia, ..hlm. 221. 
26
Wahbah al-Zuhaily, Nazariyyah al-darurah al Syar‟iyah ma‟a al Qanun al-Wad‟i, “Konsep 
Darurat dalam Hukum Islam”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 71. 
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memiliki pengaruh terhadap tindakan-tindakan yang menuntut adanya 
kerelaan dan pilihan secara sekaligus, seperti memperbuat tindak 
pidana.Umpanya, siapa yang dipaksa melakukan zina maka pakssaan yang 
terjadi pada orang yang dipaksa harus menghilangkan kerelaan dan 
merusak pilihannya. Artinya paksaan tersebut menjadikan orang yang 
dipaksa sama sekali tidak memiliki kemampuan dan pilihan lain untuk 
menolak tindakan yang dipaksakan kepadanya.
27
 
b. Ikrah ghairu mulji’ 
Ikrah ghairu mulji‟ adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, 
tetapi tidak sampai merusak pilihan (orang yang dipaksa). Dalam paksaan 
ini, biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, 
seperti ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau 
dipukul dengan pukulan yang tidak dikhawatirkan dapat merusak 
(pukulan-pukulan ringan). Paksaan ini hanya berpengaruh pada tindakan 
hukum yang mensyaratkan adanya kerelaan, seperti jual beli, sewa-
menyewa atau pengakuan.
28
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3. Dasar hukum paksaan 
Overmacht dalam Islam didasarkan pada nash Al Qur‟an di bawah ini: 
a. Alquran Surah al-Nahl: 106 
 َرَفَك نَم ِرْفُكْلِاب ََحرَش نَّم نِكَـلَو ِنَايمِلإِاب ٌّنِئَمْطُم ُوُبْلَـقَو َِهرْكُأ ْنَم َّلاِإ ِِونَايمإ ِدْعَـب نِم ِوّللِاب
 ٌميِظَع ٌباَذَع ُْمَلََو ِوّللا َنِّم ٌبَضَغ ْمِهْيَلَعَـف ًارْدَص-ٔٓ١ - 
Artinya: 
“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 
mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipakasa kafir pada 
hal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan 
tetapi orang yang melapangkan dadanya untk kekafiran, maka 
kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.29 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah murka terhadap orang yang kafir 
kepada Nya, namun bagi orang yang dipaksa orang lain untuk 
mengucapkan kafir terhadap Allah, sedangkan hatinya tetap beriman, 
maka tidak dosa bagi orang tersebut. 
b. Alquran Surah al-An‟am  ayat 119. 
 اَم َّلاِإ ْمُكْيَلَع َمَّرَح اَّم مُكَل َلَّصَف ْدَقَو ِوْيَلَع ِوّللا ُمْسا َرُِكذ اَّمِ ْاوُلُكَْأت َّلاَأ ْمُكَل اَمَو
 ْلِاب ُمَلَْعأ َوُى َكَّبَر َّنِإ ٍمْلِع ِْيرَغِب مِِهئاَوْىَِأب َنوُّلِضُيَّل ًايرِثَك َّنِإَو ِوَْيلِإ ُْتُِْرُرطْضا َنيِدَتْعُم-
ٔٔ١- 
Artinya:  
“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) 
yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, pada hal 
sesungghnya Allah tela menjelaskan kepada kamu apa yang 
diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 
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Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 
2000), hlm. 223. 
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memakannya. Dan sesngguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-
benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 
tanpa penegtahuan. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.30 
 
c. Alquran Surah al-Baqarah ayat 173 
 ـْيَغ َُّرطْضا ِنَمَف ِوّللا ِْيرَِغل ِوِب َّلُِىأ اَمَو ِرِيزِنْلْا َمَْلََو َم َّدلاَو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَّرَح َا َّنَِّإ َر  َلاَو ٍغَاب
 ٌميِحَّر ٌروُفَغ َوّللا َّنِإ ِوْيَلَع َْثِْإ لاَف ٍداَع-ٔ٧١ - 
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangakai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 
selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.31 
 
4. Sebab-Sebab Terhapusnya Hukuman 
Pada dasarnya, sebab-sebab terhapsnya hukuman berkaitan dengan 
keadaan diri pembuat, adapun penyebab terhapusnya hukuman adalah 
sebagai berikut: 
a. Pakasaan 
Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang 
paksaan.Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang karena oaring lain.Oleh karena itu, hilang kerelaannya atau 
tidak sempurna lagi pilihannya.Kedua, paksaan adalah perbuatan yang 
keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang 
                                                           
30
Ibid..hlm. 113. 
31
Ibid..hlm. 20.  
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yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan 
perbuatan yang diperintahkan.Ketiga, paksan merupakan ancaman atas 
seseorang sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjaknnya. 
Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang 
kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya. 
b. Mabuk 
Syariat Islam melarang minuman khamar, baik mengakibatkan mabuk 
maupun tidak.Minuman khamr termasuk jarimah hudud dan pelakunya 
dihukum dengan delapan plh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai 
pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat 
yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi 
hukuman atas jarimah yang dipeerbuatnya, jika ia dipaksa atau secara 
terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa 
yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk. 
c. Gila (majnun) 
Seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat Islam, artinya 
dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan 
memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara itu 
tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut.Oleh karena itu, 
orang gila tidak dikenakan hukuma jarimah karena tdak mempunyai 
kekuatan berfikir dan memilih. 
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d. Di Bawah Umur 
Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak 
termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum 
atasnya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya 
sehingga ia mencapai dewasa.
32
 
5. Implementasi Sanksi Bagi Pelaku Overmacht dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan 
 Dalam hukum Islam sangatlah melarang manusia untuk bunuh diri, 
dan membunuh orang lain. Ketika terjadi suatu pemaksaan untuk memilih 
diantara dua pilihan yang mana pilihan tersebut mengakibatkan bahaya 
terhadap dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Tentu Islam telah 
mengaturnya dalam kaidah untuk mengatur hal atau keadaan seperti ini, 
bahwa“Kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan 
lagi”.33 Dalam kaidah tersebut menegaskan kepada seluruh umat manusia 
untuk tidak menghindari bahaya yang lain atau mengorbankan orang lain 
demi menyelanatkan diri sendiri atau sebaliknya. Akan tetapi apabila 
manusia berada dalam kondisi diantara dua pilihan yang mengakibatkan 
bahaya, terdapat alternative lain sperti kaidah berikut: “apabila duri 
                                                           
32 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, “Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah”, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2013), hlm. 81. 
33Jalal al-Din Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: 
Daar al-Kutub al- Alamiyah, tt, hlm. 86. 
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mafsadah bertentangan maka perhatikan mana yang lebih besar 
mudharatnya dengan mengajukan yang lebih ringan mudharatnya” 
 Dalam kaidah diatas menegaskan kepada manusia apabila dihadapkan 
dua pilihan  yang mana kedua pilihan tersebut mengandung kerusakan, 
keburukan  atau bahaya yang bertentangan, maka pilihlah yang lebih besar 
kebaikanna serta pilihlah yang ringan ketidak manfaatannya (Mudharat). 
Dalam hukum Islam jarimah yang diperbolehkan dengan alasan adanya 
paksaan (Ikrah) hanyalah memakan bangkai, meminum khomar, dipaksa 
untuk murtad dan dipaksa untuk berzina.Dalam hukum Islam tidaklah 
memberlakukan pembunuhan, mutilasi atau penganiayaan berat 
disbanding menolak bahaya yang lebih ringan, maka sipelaku tersebut 
tetap dikenai hukuman. Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku 
pembunuhan, Islam tidak terpaku hanya pada hukuman saja, akan tetapi 
memberikan alternative baik pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan 
itu tidak sengaja. Bahkan Islam memberikan pilihan bagi keluarga 
terbunuh dalam memberikan sanksi terhadap sipelaku antara qisas atau 
memafkan dan disuruh pilih pula memberikan maaf dengan tidak 
memberikan gant apa-apa.
34
 
                                                           
34
Nita Juwita, “Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (study komperasi antara 
Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia)”, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah 
Surakarta, 2016. 
 
 
88 
 
 Fuqaha berpendapat mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku 
overmacht dalam tindak pidana pembunuhan.Malikiyah dan Hanabilah 
berpendapat bahwa jika seseorang dipaksa ntuk membunuh orang yang 
tidak berhak dibunuh, maka hukumannya adalah qishas, karena menjadi 
orang yang melakukan perbuatan langsung dalam pembunuhan. 
 Pendapat ulama Hanafiyah terdapat 3 pendapat Pertama, Zufar 
menyatakan bahwa qishash berlaku pada orang yang terpaksa karena 
perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yang terpaksa karena 
perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yang terpaksa karena 
perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yang terpaksa.Kedua, Abu 
Yusuf menyatakan bahwa qishash tidak berlaku pada orang yang terpaksa 
membunuh akan tetapi berlaku diyat bagi pemaksa. Orang yang dipaksa 
tidak dikategorikan sebagai pembunuh, karena pada dasarnya perbuatan 
bukan lahir dari dirinya dan sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang 
dipaksa. Ketiga, Imam Abu Hanafiyah berpendapat bahwasannya orang 
yang dipaksa tidak dikenakan qishash melainkan diyat, karena orang yang 
dipaksa hanya menjadi alat bagi pemaksa. 
 Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam beraneka 
ragam. Selain hukuman qisas terdapat pula hukuman yang lain seperti, 
hukuman diyat, ta‟zir, kifarat. Hal ini membantu para hakim dalam 
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melaksanakan sanksi pidana sesuai dengan jarimah yang dilakukan.
35
 
Tujuan dari peneran sanksi tersebut adalah menyerukan untuk hidup tertib 
dan mentaati hukum yang berlaku.Tujuan dari sanksi pidana adalah 
mempengaruhi tingkah laku manusia menuju kebaikan dan menyelesaikan 
konflik dengan paradigma keadilan dan kemanusiaan.
36
Contoh kasus yang 
berjudul : Kisah Snatri Madura Hajar Begal Bercelurit di Bekasi hingga 
Tewas. Duduk perkaranya adalah sebaga berikut:  
 Santri ngabdi Pondok Pesantren Darul Ulum, Bnadungan, Pakong, 
Pamekasan, Madura itu sedikit mengulas kembali aksi heroiknya pada 
Rabu, 23 mei 2018 malam lalu. Pukul 22.00 WIB, dia bersama sepupunya 
Rofiki tengah santai seruput kopi di Alun-Alun Kota Bekasi usai tarawih. 
Masuk tengah malem dan berpisah dengan teman-teman lainya, mereka 
berdua bermaksud menikmati gemerlap lampu Kota Bekasi melalui 
Flayover Summarecon yang terkenal artistic.Tidak lupa juga keduanya 
berfoto.Kurang lebih 15 menit kemudian, datamg dua orang bawa motor 
Beat tiba-tiba ngeluarin celuritnya, nodongin. Mana Hp kamu katanya, 
sambil menodongkan celuritnya, 
 Peristiwa itu sketika merusak kenyamanan keduanya. Rofiki memeilih 
pasrah dan memberikan ponsel kepada pelaku atas nama Aric Saaipulloh. 
Meski begitu, todongan celurit tidak berhrnti. Tanpa piker panjang, Irfan 
                                                           
35 Muhammad Abu Zahrah “al-Jarimah”, (Beirut: Dar al- Fikr al-Arabi), hlm. 546. 
36 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah”, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), Cet ke-1, hlm. 88. 
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menjadi sasaran selamjutnya lansgung disabet dengan senjata tajam itu. 
Kok luka, terus dia bacok saya lagi, saya tangkis.Saya tending kakinya, 
jatuhin kebawah. Setelah dia jatuh, celuritnya masih mengenai saya, 
jatuhnya ke pipi sama tangan saya. Terus saya rebut celurit dari tangan 
saya pakai tangan kanan saya. Saya bacok dia,” beber pemuda asli Madura 
itu.Kurang lebih tiga sampe empat sabetan celurit dilayangkan Irfan ke 
pelaku.Sadar mendapat perlawanan keras, gentian si begal meminta 
ampun sambil mengembalikan ponsel milik Rofiki. Kemudian kedua 
pelaku langsung melarikan diri.Irfan dan Rofiki kemudian menyambangi 
klinik terdekat dan di susul membuat laporan ke Polres Metro  Bekasi 
Kota. Sementara kedua pelakua diektahui menuju RS Anna Medika 
Bekasi Utara.Namun nayawa Aric tidak tertolong karena mengalami 
pendarahan.
37
 
 Dari kasus diatas yang dapat kita lihat dalam kaitannya dengan ikrah 
dan dharurah dalam tindak pidana pembunuhan, ini sebenarnya tidak 
sepenuhya dalam kategori tindak pidana pembunuhan akan tetapi si pelaku 
Moh Irfan Bahri hanya membela diri karena dia mendapat todongan 
celurit dan disabet dengan senjata tajam tapi Moh Irfan Bahri dia 
melawannya dari pada dia sendiri yang akan terluka. Dan jika orang yang 
dipaksa melakukan beberapa tindakan pidana tersebut denga tujuan 
                                                           
37https://www.liputan6.com/news/read/3544584/kisah-santri-madura-hajar-begal-
bercelurit-di-bekasi-hingga-tewas, diakses pada tanggal 7 mei 2019, pukul 00.00 WIB. 
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menyelamatkan dirinya dari kematian, itu berarti dia tidak menghilangkan 
bahaya dengan bahaya yang semisalnya, tetapi menolak bahaya yang lebih 
besar dengan bahaya yang lebih ringan.Dalam hal ini dia dianggap orang 
yang terpaksa melakukan tindak pidana dan dia tidak mempunyai pilihan 
untuk melakukan atau meninggalkannya.Dan jika tidak ada pilihan berarti 
tidak ada tanggung jawab pidana, sehingga hukumannya terhapus. 
Allah berfrman dalam A-Qur‟an surat QS. Al-Isra: 33 
 ُق نَمَو ِّقَلَِاب َّلاِإ ُوّللا َمَّرَح ِتَِّلا َسْفَّـنلا ْاوُلُـتْقَـت َلاَو َلاَف ًانَاطْلُس ِوِِّيلَوِل اَنْلَعَج ْدَقَـف ًاموُلْظَم َلِت
 ًاروُصْنَم َناَك ُوَّنِإ ِلْتَقْلا ِّفِّ فِرْسُي-١١ - 
 
Menurut  M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan, 
dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu 
sediri yang dibenarkan agama. 
38
 
 Menurut penulis, hukuman yang akan dijatuhkan pada kasus diatas 
adalah hukum diyat dan tazir karena hukuman ini merupakan hukuman 
yang sangat mungkin diterapkan dalam kasus tersebut karena ini bukan 
pembunuhan sengaja. Dan sanksi dapat kita simpulkan bahwa sanksi 
adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku overmacht dalam 
tindak pidana pembunuhan. 
                                                           
38
M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Masbah Pesan kesan dan keserasian Al-quran”, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2007), hlm. 458. 
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BAB IV 
ANALISIS OVERMACHT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
 
A. Analisis Dasar Hukum Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan 
Dilihat dari Konteks Hukum Pidana Islam 
Pembunuhan adalah suatu peroses perampasan, peniadaan atau 
menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Dalam 
hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas 
sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarahayat 178. Hukuman 
pokok pada pembunuhan tidak sengaja tau pembunuhan karena kesalahan 
adalah diyat dan kifarah sebagaimana dijlaskan dalam surat al-Nisa ayat 92. 
Hukuman penggantinya adalah ta’zir dan hukuman tambahannya adalah 
hilangnya hak wasiat dan hak mendapatkan warisan .hukuman pokok 
pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kifarah, sedang hukuman 
penggantinya adalah tazir. 
Hukum Islam membagi hukum overmacht menjadi tiga bagian:  
Pertama, Ikrah sebagai sebab yang memperbolehkan perbuatan-
perbuatan yang diharamkan, seperti terpaksa memakan bangkai, dan 
meminum darah.Pada dasarnya keduanya merupakan perbuatan yang dilarang, 
namun karena adanya keterpaksaan, sehingga tidak ada tanggung jawab atas 
perbuatan tersebut. 
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Kedua, ikrah sebagai sebab yang mengahapuskan hukuman suatu 
tindak pidana seperti dipaksa melakukan qazaf, mencaci, mencuri, merusak 
harta orang lain atau dipaksa kafir. Tindak pidana qazaf termasuk dalam 
jarimah hudud yang hukuman pokoknya sudah ditetapkan dalam al-Quran 
yaitu didera sebanyak delapan puluh kali, namun tingkat kejahatan ini tidak 
sampai pada penghilangan nyawa. 
Ketiga, ikrah tidak berpengaruh terhadap hukuman suatu tindak 
pidana.Maksudnya, terpaksa tidak menjadikan suatu tindak pidana 
diperbolehkan, atau bahkan dihapuskan hukumannya.Meskipun dalam tindak 
pidana terdapat faktor terpaksa, perbuatan tersebut tetaplah menjadi perbuatan 
yang diharamkan dan harus dipertanggungjawabkan.Hukuman yang 
dijatuhkan sesuai dengan hukuamn asal dari tindak pidana tersebut.Hal ini 
berlaku pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau 
pemukulan yang mematikan. 
Tindak pidana yang dilakukan karena sebab ikrah (terpaksa) 
merupakan perbuatan yang terlarang.Ikrah menurut kalangan Mazhab 
Hanafiyyah tidak dapat menghapuskan ataupun membolehkan seseorang 
untuk melakukan pembunuhan. Hal ini karena orang yang dipaksa melakukan 
pembunuhan terhadap korbannya itu tidak dengan cara disengaja, melawan 
hukum secara zalim disertai keyakinan bahwa membunuh korban 
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menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau 
bahaya.
1
 
 Orang yang dipaksa ketika melakukan pembunuhan berarti dia akan 
menimpakan bahaya kepada orang lain, itu adalah hal yang dilarang oleh 
hukum Islam. Islam melarang manusia untuk membunuh orang lain, ketika 
orang yang dipaksa memilih, ada realitasnya dia memilih diantara dua 
bahaya.
2
 
 Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus ada 
pada setiap tindak pidana, baik tindak pidana ringan, atau berat, yang 
disengaja, atau tidak disengaja. Penjatuhan hukuman terhadap pembunuhan 
itu karena perbuatan tersebut sangat berbahaya, memperluas hukumana akan 
menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat.
3
 
 Allah mengharamkan manusia melakukan pembunuhan kecuali 
dengan alasan yang benar. Hal ini berdasakan ketentuan Q.S al-Isra’ ayat 33: 
 َّلا َسْف َّ نلا ْاوُل ُتْق َت َلاَو ِّقَلحِاب َّلاِإ ُوّللا َمَّرَح ِتِ  
Ayat diatas menegaskan bahwa membunuh jiwa merupakan perbuatan 
yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang benar yaitu salah satu dari tiga 
perkara: kafir setelah iman (murtad), berzina setelah ihshan, dan membunuh 
sesama muslim yang terpelihara jiwanya. 
                                                           
1 Abdul Qadir Audah, “At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy,… hlm. 569. 
2 Asjumni A. Rahman, “Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa’idul Fiqhiyyah)”, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1976), hlm. 13. 
3 Ahmad Hanafi, “Asas-Asas Hukum…,  hlm. 58. 
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Kata  ِّقَْلحِاب َلاِإ diatas juga mempunyai pengertian karena melaksanakan 
perintah undang-undang, karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, 
dan karena peraturan perundang-undangan mengizinkan untuk melakukan 
pembunuhan.
4
Jadi, pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam selain tiga 
hal diataspemerintah atau penguasa juga diperbolehkan untuk melakukan 
pembunuhan. 
Islam memberlakukan overmacht dengan ketentuan yang sangat ketat. 
Adanya syarat yang harus dipenuhi menurut hukun Islam adalah: 
Syarat-syarat krah mulji’ yaitu:5 
a) Ancaman yang menyertai paksaan membahayakan keselamatan jiwa. 
b) Ancaman harus berupa pebuatan yang dilarang dalam syariat Islam. 
c) Apa yang diancamkan seketika dan hampir terjadi, yang dikhawatirkan 
akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah 
pemaksa. 
d) Orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
ancamannya. 
e) Orang yang diancam harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya 
benar-benar akan dilaksanakan oleh pemaksa apabila kehendak pemaksa 
tidak dipenuhinya. 
                                                           
4
Ali Imron HS, “Pertanggungjawaban Hukum”, (Semarang: Walisongo Pres, 2009), hlm. 
183. 
5 Alie Yafie, dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana …, hlm. 223. 
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Syarat-syarat dharurah yaitu:
6
 
a) Keadaan dharurat harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain 
kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan. 
b) Orang yang terpaksa tidak punya pilhan lain kecuali melanggar perintah 
atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menhindari kemudharatan 
selain melanggar hukum. 
c) Tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar’I (maqasid al-syari’ah) seperti 
diharamkannya pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun. 
d) Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya 
dan tidak berlebihan. 
Dari penjelasan diatas, penyusun berpendapat bahwa dalam hukum Islam, 
tidak semua tindak pidana yang dilakukan karena keterpaksaan dapat menjadi 
sebab yang menhapuskan hukuman (asbab raf’I al-uqubah).Paksaan dalam 
Islam mengatur secara rinci dalam masalah ikrah dan darurah mengenai jenis 
tindak pidana yang diperbolehkan, tindak pidana yang hukumannya dapat 
terhapus dan tindak pidana yang tidak dapat dipengaruhi oleh 
paksaan.Pengaturan ini menurut penyususn didasarkan pada tingkat kejahatan 
yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia.Penentuan 
adanya keterpaksaan ini diatur dengan syarat yang sangat ketat, salah satunya 
adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar’I (maqasid asy-
                                                           
6
Ibid. 
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syari’ah).Tindak pidana pembunuhan karena terpaksa dilarang dalam Islam, 
karena dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, serta pembunuhan pada 
dasarnya telah melanggar maqasid asy- syari’ah, yaitu dalam menjaga jiwa 
(hifz an-nafs). Dalam pembelaan diri yang dialkukan untuk melepaskan 
ancaman yang bersifat kehilangan nyawa ataupun penyiksaan baik untuk diri 
sendiri ataupun orang lain boleh dilakukan selama hal itu menjaga jiwa (hifz 
an-nafs). 
    
B. Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Overmacht Dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan  
 
1. Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Overmacht dalam Tindak 
Pidana Pembunuhan dilihat dari Konteks KUHP 
Implementasi sanksi bagi pelaku Overmacht dalam hukum pidana positif 
adalah diatur dalam Pasal 48 KUHP yang pada intinya dalam pasal tersebut 
tidak dapat dihukum pidana, dan ini berlaku juga untuk tindak pidana 
pembunuhan yang  mengakibatkan hapusnya sifat melawan hukum, tapi 
dengan syarat ada bukti yang kuat dan alasan pembenar. 
Daya paksa merupakan persoalan dalam ilmu hukum yang sampai 
sekarang masih diperdebatkan para ahli hukum untuk menentukan apakah 
Daya Paksa merupakan alasan pembenar, sehingga dapat menghapuskan sifat 
melawan hukumnya perbuatan pidana atau alasan pemaaf, yang 
menghilangkan unsur kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana. 
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Penulis memaparkan dua pendapat yang menyatakan yaitu:1)  bahwa daya 
paksa sebagai alasan pembenar. Adapun perbuatan membunuh tersebut 
kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan.Walaupun dalam 
kenyataannya perbuatan terdakwa juga tidak memebuhi unsur tindak pidana, 
dan karena hilangnya sifat melawan hukum maka terdakwa juga tidak dapat 
dipidana.Sifat melawan hukum terhapus apabila terjadi keadaan-keadaan 
khusus yang dipandang sebagai hal yang patut walaupun bertentangan dengan 
undang-undang.Sifat melawan hukum hilang dalam keadaan-keadaan yang 
diatur dalam asal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga orang yang 
melakukan tindak pidana dalam keadaan, sebagaimana diatur dalam pasal-
pasal diatas tidak dipidana. 2) bahwanya daya paksa merupakan alasan 
pemaaf. Alasannya orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh 
keterpaksaan itu sebenarnya terpaksa melakukan karena terdorong oleh suatu 
tekanan batin yang datangnya dari luar.Dalam hal ini tekanan batin yang 
berasal dari luar merupakan syarat yang utama.Orang tersebut sebenarnya 
tidak suka melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia dipaksakan oleh suatu 
tekanan batin yang berat, yang ditekankan kepadanya dari luar.Karena 
kehendaknya tidak bebas lagi.Karena adanya tekanan dari luar, maka fungsi 
batinnya menjadi tidak normal.
7
 Cntoh kasus sebagai berikut: 
Duduk perkaranya adalah sebagai berikut: 
                                                           
7 Adam Chazami, “Pelajaran Hukum Pidana 2”, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002),  
hlm. 20-40. 
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Santri ngabdi Pondok Pesantren Darul Ulum, Bnadungan, Pakong, 
Pamekasan, Madura itu sedikit mengulas kembali aksi heroiknya pada Rabu, 
23 mei 2018 malam lalu. Pukul 22.00 WIB, dia bersama sepupunya Rofiki 
tengah santai seruput kopi di Alun-Alun Kota Bekasi usai tarawih. Masuk 
tengah malem dan berpisah dengan teman-teman lainya, mereka berdua 
bermaksud menikmati gemerlap lampu Kota Bekasi melalui Flayover 
Summarecon yang terkenal artistic.Tidak lupa juga keduanya berfoto.Kurang 
lebih 15 menit kemudian, datamg dua orang bawa motor Beat tiba-tiba 
ngeluarin celuritnya, nodongin. Mana Hp kamu katanya, sambil 
menodongkan celuritnya, 
Peristiwa itu seketika merusak kenyamanan keduanya. Rofiki memeilih 
pasrah dan memberikan ponsel kepada pelaku atas nama Aric Saaipulloh. 
Meski begitu, todongan celurit tidak berhrnti. Tanpa piker panjang, Irfan 
menjadi sasaran selamjutnya lansgung disabet dengan senjata tajam itu. Kok 
luka, terus dia bacok saya lagi, saya tangkis.Saya tending kakinya, jatuhin 
kebawah. Setelah dia jatuh, celuritnya masih mengenai saya, jatuhnya ke pipi 
sama tangan saya. Terus saya rebut celurit dari tangan saya pakai tangan 
kanan saya. Saya bacok dia,” beber pemuda asli Madura itu.Kurang lebih tiga 
sampe empat sabetan celurit dilayangkan Irfan ke pelaku.Sadar mendapat 
perlawanan keras, gentian si begal meminta ampun sambil mengembalikan 
ponsel milik Rofiki. Kemudian kedua pelaku langsung melarikan diri.Irfan 
dan Rofiki kemudian menyambangi klinik terdekat dan di susul membuat 
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laporan ke Polres Metro  Bekasi Kota. Sementara kedua pelaku diektahui 
menuju RS Anna Medika Bekasi Utara.Namun nayawa Aric tidak tertolong 
karena mengalami pendarahan.
8
 
Dari kasus diatas sesuai dengan hasil penyelidikan dari Kapolres Metro 
Bekasi Kombes Indarto Moh Irfan Bahri terjerat Pasal 49 ayat (1) KUHP dan 
secara khusus dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berdasarkan 
ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut, maka 
apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat 
serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang 
dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, 
walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari 
penyeragannya, yang dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu 
tindak pdana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.
9
 
Menurut pasal tersebut pembelaan dapat dilakukan pada hal-hal yuridis 
yang dimana memang harus dibela dan dilindungi. Hal-hal tersebut adalah 
jiwa diri sendiri atau jiwa orang lain, kehormatan diri sendiri, orang lain, dan 
harta sendiri dan orang lain. Pasal 49 ayat (1) dan (2) pada dasarnya 
membahas permasalahan yang sama yaitu tentang pembelaan, namun terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kedua ayat tersebut.  
                                                           
8
https://www.liputan6.com/news/read/3544584/kisah-santri-madura-hajar-begal-
bercelurit-di-bekasi-hingga-tewas, diakses pada tanggal 09 Mei 2019. 
9Lahe Regina Patricia, Pembuktian Noodwer Dalam Tindak Pidana …, hlm.  48.  
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Untuk ayat (1) merupakan pembelaan biasa, maksudnya pembelaan yang 
dilakukan saat kondisi psikis orang yang diserang masih normal. Pengertian 
normal disini adalah kondisi seseorang yang diserang masih bisa 
mengendalikan rekasi apa yang harus dilakukan saat timbulnya aksi 
penyerang. Dalam hal ini maka berlaku syarat pembelaan yang dilakukan 
harus seimbang dengan serangan. 
Sedangkan pada ayat (2) adalah pembelaan yang melampaui batas.Dapat 
dikatakan pembelaan dilakukan saat kondisi yang diserang diatas normal. 
Dikatakan pada ayat tersebut kondisi psikis yang diserang mengalami 
goncangan jiwa yang hebat sehingga pada saat serangan datang ia (yang 
diserang) tidak dapat memikirkan reaksi apa yang pantas dan seimbang 
dengan serangan yang ada, hanya memikirkan  bagaimana caranya lolos dari 
serangan tersebut tanpa sempat memperhitungkan resiko yang diperbuatnya 
itu. Untuk ayat (2) maka syarat pembelaan yang dilakukan harus seimbang 
dengan serangan menjadi gugur. 
Membela jiwa baik itu diri sendiri maupun orang lain pada ulasan hukum 
pidana Indonesia dimasukan dalam penjelasan pembelaan terpaksa. 
Sebagaimana hukum pidana Islam, pembelaan dalam keadaan terpaksa dalam 
hukum Pidana Indonesia secara umum juga memiliki syarat yang harus 
diperhatkan agar tindakan pembelaan yang dilakukan menjadi legal dan 
termasuk alasan terhapusnya pidana. Syarat-syarat tersebut adalah: 
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1) Adanya serangan 
2) Serangan terjadi seketika 
3) Tindakan pembelaan yang dilakukan harus seimbang 
4) Serangan berupa tindakan yang melawan hukum 
   Syarat-syarat yang telah disebutkan berlaku untuk tindakan pembelaan 
terpaksa (noodweer).Berlakunya syarat ini menujukan tindakan pembelaan 
terpaksa yang dibenarkan oleh hukum pidana Indonesia.Sebab itulah yang 
menjadikan pembelaan terpaksa termasuk alasan pembenar/pemaaf 
terhapusnya pertanggungjawaban pidana.Maksud dari alasan pembenar ialah 
tindakan pembelaan yang dilakukan itu dibenarkan oleh hukum meskipun 
tindakan tersebut berdampak negative bagi penyerang. 
   Pada kasus Moh Irfan ini tidak bisa dipidanakan karena tidak ada 
perbuatan yang melawan hukum, jadi perbuatan mereka berdua termasuk 
dalam kategori bela paksa. Jadi perbuatan mereka dibenarkan di depan 
hukum.Pada kasus pada pembelaan jiwa yang berujung pada kematian korban 
ketiga, maka menurut KUHP dapat dimasukan pada Pasal 49 ayat (1) 
mengenai pembelaan biasa yang apabila seseorang seseorang yang diserang 
masih bisa mengendalikan rekasi apa yang harus dilaukan saat timbulnya aksi 
penyerang tersebut, jadi masih ada perlawanan untuk membela diri sindiri. 
   Dari kasus diatas penulis menyimpulkan bahwa Daya Paksa merupakan 
alasan pembenar, karena disitu Moh Irfan tidak melakukan kesalahan dia 
hanya membela diri dengan cara melakukan perlawanan balik kepada arik 
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(sipelaku begal),pmbelaan ini bisa disebut yang melampaui batas atau sebut 
saja sampai pada kematian si penyerang atau pihak korban ketiga maka dapat 
lepas dari pertanggungjawaban pidana asalkan tindakan itu memang perlu 
untuk dilakukan, karena ada serangan atau ancaman yang timbul.Dilihat dari 
kasus diatas ketentuan hukum masih dipertahankan, maka disitu ternyata 
bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian 
yang luar biasa seperti halnya dalam kasus diatas. Karena dalam kasus diatas 
daya paksa dalam ketentuan hukum menerima apa saja yang terjadi. Dan 
perbuatan pidana yang dilakukan karena pengaruh daya paksa diterima 
sebagai benar. 
   Dari kasus diatas dalam keadaan darurat, kebebasan penuntutan kehendak 
dari orang yang melakukan perbuatan tidak dihapuskan adanya tekanan psikis 
dari orang lain, tetapi karena adanya keadaan darurat, yang mendorong dan 
mendesak dia kearah perbuatan tersebut.Dan dari kasus diatas perbuatan yang 
dilakukan orang karena pengaruh daya paksa dimana fungsi batinnya tidak 
dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang 
itu dapat dimaafkan karena kesalahannya.Dan menurut Jan Remmelink dalam 
bukunya menyebut perbuatan ini sebagai “pelampauan batas pembelaan 
terpaksa yang perlu” (overschrijding der grenzen ener verdediging) dalam 
konteks melakukan lebih yang diperlukan untuk secara layak menangkis 
ancaman bahaya yang muncul dari suatu serangan ancaman yang melawan 
hukum. 
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2. Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Overmacht dalam Tindak Pidana 
Pembunuhan dilihat dari Hukum Pidana Islam 
 
   Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk perbuatan keji dan 
dosa besar. Oleh karena itu sanksinya sangat berat,
10
 yakni qishash 
sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 178 yang 
artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi 
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.Barangsiapa yamg 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.11 
Dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana 
Islam keterpaksaan tidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak 
pidana tersebut, dalam artian tidak dapat membolehkan atau 
menghapuskan hukuman.Sebagaimana telah diketahui bahwa 
pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang keras oleh agama, karena 
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan 
kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya 
adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, 
                                                           
10 Ishaq, “Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana …,  hlm. 38. 
11
Departemen Agama RI, Al Qur’an …, hlm. 21. 
103 
 
karena hanya Allah yang berhak membuat hidup dan mati.
12
 Sebagai 
contoh: Kisah Snatri Madura Hajar Begal Bercelurit di Bekasi hingga 
Tewas. Duduk perkaranya adalah sebaga berikut:  
 Santri ngabdi Pondok Pesantren Darul Ulum, Bnadungan, Pakong, 
Pamekasan, Madura itu sedikit mengulas kembali aksi heroiknya pada 
Rabu, 23 mei 2018 malam lalu. Pukul 22.00 WIB, dia bersama sepupunya 
Rofiki tengah santai seruput kopi di Alun-Alun Kota Bekasi usai tarawih. 
Masuk tengah malem dan berpisah dengan teman-teman lainya, mereka 
berdua bermaksud menikmati gemerlap lampu Kota Bekasi melalui 
Flayover Summarecon yang terkenal artistic.Tidak lupa juga keduanya 
berfoto.Kurang lebih 15 menit kemudian, datamg dua orang bawa motor 
Beat tiba-tiba ngeluarin celuritnya, nodongin. Mana Hp kamu katanya, 
sambil menodongkan celuritnya, 
 Peristiwa itu sketika merusak kenyamanan keduanya. Rofiki memeilih 
pasrah dan memberikan ponsel kepada pelaku atas nama Aric Saaipulloh. 
Meski begitu, todongan celurit tidak berhernti. Tanpa piker panjang, Irfan 
menjadi sasaran selamjutnya lansgung disabet dengan senjata tajam itu. 
Kok luka, terus dia bacok saya lagi, saya tangkis.Saya tending kakinya, 
jatuhin kebawah. Setelah dia jatuh, celuritnya masih mengenai saya, 
jatuhnya ke pipi sama tangan saya. Terus saya rebut celurit dari tangan 
saya pakai tangan kanan saya. Saya bacok dia,” beber pemuda asli Madura 
                                                           
12 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ al-Jinan al-Islami,… hlm. 568. 
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itu.Kurang lebih tiga sampe empat sabetan celurit dilayangkan Irfan ke 
pelaku.Sadar mendapat perlawanan keras, gentian si begal meminta 
ampun sambil mengembalikan ponsel milik Rofiki. Kemudian kedua 
pelaku langsung melarikan diri.Irfan dan Rofiki kemudian menyambangi 
klinik terdekat dan di susul membuat laporan ke Polres Metro  Bekasi 
Kota. Sementara kedua pelakua diektahui menuju RS Anna Medika 
Bekasi Utara.Namun nayawa Aric tidak tertolong karena mengalami 
pendarahan.
13
 
 Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa apabila 
dikaitkan  dengan ikrah dan dharurah dalam tindak pidana pembunuhan, 
ini sebenarnya tidak sepenuhya dalam kategori tindak pidana pembunuhan 
akan tetapi Moh Irfan Bahri hanya membela diri karena dia mendapat 
todongan celurit dan disabet dengan senjata tajam tapi Moh Irfan Bahri dia 
melawannya dari pada dia sendiri yang akan terluka.Dalam kasus tersebut 
Moh Irfan hanya melawan untuk melindungi dirinya bukan untuk 
membunuh, maka menurut hukum Islam itu tidak dapat dikenai hukuman 
qishas. 
 Dalam kasus diatas menurut hukum pidana Islam hukuman dalam hal 
paksaan tidak harus bebas sama sekali karena ada tanggung jawab dari 
orang yang memaksa. Seperti dalam kasus diatas Moh Irfan dipaksa untuk 
                                                           
13https://www.liputan6.com/news/read/3544584/kisah-santri-madura-hajar-begal-
bercelurit-di-bekasi-hingga-tewas, diakses pada tanggal 7 mei 2019, pukul 00.00 WIB. 
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memberikan hand phone genggam milik pribadinya dengan cara diancam 
ditodongksn celurit kedirinya. Dengan demikian menurut penulis dilihat 
dari kasus diatas orang yang melakukan perbuatan karena adanya tekanan 
daya paksa atau bisa dibilang dengan keadaan darurat maka tidak ada 
hukuman qisash melainkan bisa diganti dengan diyat.Dan dari uraian 
tersebut bisa disimpulkan bahwa menurut ketentuan hukum Islam.Paksaan 
merupakan pengecualian seseorang dari hukuman. Dengan kata lain, 
seseorang yang melakuakan tindak pidana karena paksaan atau dalam 
keadaan paksa itu dikecualikan dari hukuman. 
 Pembelaan diri sampai membunuh orang yang menyerang sama 
dengan orang yang membunuh di waktu perang di jalan Allah, hal ini 
berdasarkan surat at-Taubah ayat 111, Allah berfirman: 
 ِوّللا ِليِبَس فِ َنوُِلتاَق ُي َةََّنلجا ُُمَلَ َّنَِأب ُمَلَاَوَْمأَو ْمُهَسُفَنأ َينِنِمْؤُمْلا َنِم ىَر َتْشا َوّللا َّنِإ  َنوُل ُتْق َي َف
 َّتلا فِ ًاّقَح ِوْيَلَع ًادْعَو َنوُل َتْق ُيَو ْاوُرِشْبَتْسَاف ِوّللا َنِم ِهِدْهَعِب َفََْوأ ْنَمَو ِنآْرُقْلاَو ِليِنجِلإاَو ِةاَرْو
 ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َوُى َكِلَذَو ِوِب مُتْع َيَاب يِذَّلا ُمُكِعْي َِبب-١١١ - 
 Artinya: 
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari mukmin jiwa-jiwa mereka, 
harta mereka dengan balsan bahwa baginya adalah surge, yaitu 
hendaklah mereka berperng dijalan Allah lalu mereka membunuh dan 
terbuuh sebagai suatu perjanjian yang benar tentang itu (yang 
tersebut) dalam Taurat, Injil, dan al-Qur’an, karena bukannya tidak 
ada yang menyempurnakan janjinyalebih dari Allah. Lantaran 
bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepada-
Nya, karena yang demikian adalah kebahagiaan yang besar”. 
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Berdasarkan argumentasi yang tertera dalam surat at- Taubah ayat 111, 
maka pembunuhan yang dilakukan karena membela harta, kehormatan, 
jiwa dan keluarganya dianggap pembunuhan yang dihalalkan. Maka dari 
segi sanksi, pelaku pembunuhan dikategorikan sebagai pengecualian 
dalam hukuman. 
 Adapun syarat-syarat pembelaan diri yang udah terpenhi dalam kasus 
diatas yaitu sebagai berikut:
14
 
a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum, serangan itu harus 
perbuatan jarimah dan pelakunya tidak perlu dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana, demikian pendapat Imam Malik, sedang 
Abu Hanifah, bahwa pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana. Abu Yusuf berprndapat bahwa perbuatan itu harus 
mengandung unsur jarimah tanpa memperhatikan pelakunya. 
b. Penyerang harus terjadi seketika, sehingga tidak mungkin dihindari 
kecuali harus dengan membalas. 
c. Tidak ada jalan lain dalam pembelaan diri kecuali harus menyerang. 
d. Dalam pembelaan digunakan alat seperlunya, tidak berlebih-lebihan. 
 Jadi dapat disimpulkan dilihat dari kasus diatas pembelaan diri yang 
telah melampaui batas, tentu saja hal itu tidak dapat dikecualian dalam 
                                                           
14Makhhrus Munajat, “Hukum Pidana Islam di Indonesia”, hlm. 104. 
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hukuman, namun apabila hal itu dilakukan tanpa adanya kesadaran dapat 
dikecualikan dalam hukuman. 
Dengan demikian penulis menyimpulan perbedaan dan persaamaan dalam 
hukum Islam dan hukum positif yaitu: 
Dalam hukum Islam Overmacht hanya dibolehkan pada perbuatan-
perbuatan jarimah yang berkaitan dengan makanan dan minuman, 
berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat (173) yang pada intinya tidak ada 
hukuman bagi siapa saja yang memakan bangkai, darah, daging babi, dan 
makanan apa saja yang di haramkan jika memang dalam keadaan terpaksa 
dan tidak melampaui batas. Akan tetapi apabila memang makanan dan 
minuman tersebut adalah hasil curian maka si terpaksa wajib memberikan 
ganti rugi kepada korban yang dicuri. Sedangkan untuk overmacht 
membunuh dan menganiaya berat dalam hukum Islam tidak boleh atau 
dilarang keras dalam hukum Islam itu jelas khram hukumnya, terkecuali 
jika ada alasan atau sebab yang benar, berdasarkan pada Q.S Al-an’am 
ayat 151 yang mengandung makna bahwa Allah telah mengharamkan 
membunuh jiwa seseorang, jika tidak ada sebab yang benar, misalnya 
murtad, dan berzina. Berbeda lagi dalam hukum pidana positif overmacht 
merupakan dasar peniadaan hukuman dari suatu tindak pidana dengan 
adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, berdasarkan pasal 48 KUHP 
yang pada intinya adalah  bahwa bagi siapapun yang melakukan tindak 
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pidana karena terpaksa maka tidak ada hukuman atas tindak pidana 
tersebut. Dari segi persamaannya syarat-syarat daya paksa dalam hukum 
Islam dan hukum positif memiliki persamaan dan berkesinambungan, dan 
dari kepentingan-kepentingan yang harus dibela juga memiliki persamaan 
antara hukum Islam dan hukum positif. 
 
109 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, 
maka penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Dalam hukum Islam Overmacht hanya dibolehkan pada perbuatan-
perbuatan jarimah yang berkaitan dengan makanan dan minuman, dan ini 
berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat (173). Hukum Islam membagi hokum 
overmacht menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, Ikrah sebagai sebab yang 
memperbolehkanperbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kedua, ikrah 
sebagai sebab yang mengahapuskan hukuman suatu tindak pidana Ketiga, 
ikrah tidak berpengaruh terhadap hukuman suatu tindak pidana. 
Maksudnya, terpaksa tidak menjadikan suatut indak pidana diperbolehkan, 
atau bahkan dihapuskan hukumannya. 
2. Implementasi tindak pidana pembunuhan karena overmacht sudah jelas 
tercantum dalam Pasal 48 KUHP pada intinya tidak dapat dihukum 
pidana. Dan dalam kasus diatas Moh.Rifan merupakan alas an pembenar 
karena ia hanya membela diri dengan cara melakukan perlawanan dan 
tanpa disengaja sewaktu melakukan perlawanan kepada Aric Saipulloh 
(sipelaku), sipelaku mengalami pendarahan dan ahkirnya meninggal dunia 
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sewaktu di klinik, dania terjerat pasal 49 ayat 1 yang termasuk pembelaan 
terpaksa, 
Dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menurut hokum pidana Islam 
keterpaksaan tidak dapat menghapuskan hukuman. Dalam hukum Islam 
tidaklah memberlakukan pembunuhan, mutilasi atau penganiayaan berat 
dibanding menolak bahaya yang lebih ringan, maka sipelaku tersebut tetap 
dikenai hukuman diyat maupun tazir. Dalam kasus tersebut Moh.Irfan 
hanya melawan untuk melindungi dirinya bukan untuk membunuh, maka 
menurut hukum Islam itu tidak dapat dikenai hukuman qishas. 
B. Saran-Saran 
 Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang 
penelitian tindak pidana pembunuhan karena Overmacht ini, selanjutnya 
penulis akan memberikan hal sebagai berikut: 
Dalam penulisan skripsi ini mengandung makna: pertama, kepada 
pembaca untuk dapat memikirkan, memahami dasar hokum overmacht di 
dalam hukum pidana Islam, kedua, dalam overmacht dalam tindak pidana 
pembunuhan memang perlu dipertimangkan masalahnya demi terciptanya 
nuansa hukum di Indonesia yang adil, ketiga, untuk bias dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan 
adanya undang-undang tentang overmacht ini tidak disalahgunakan atau 
bahkan dimanfaatkan. 
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